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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki semua pra-kondisi untuk mewujudkan visi Negara
sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditandai dengan kekayaan alam
yang melimpali, potensi sumber daya manusia, peluang pasar yang besar
dan demokrasi yang relatif stabil. Namun prakondisi yang sudah terpenulii
itu belum mampu dikelola secara efektif dan efisien oleh para aktor
pembangunan, sehingga Indonesia masih tertinggal dari cepatnya laju
pembangunan global dewasa ini.

PNS memiliki peranan yang menentukan dalam mengelola prakondisi
tersebut. Sejumlah keputusan strategis mulai dari merumuskan kebijakan
sampai pada implementasi kebijakan dalam berbagai sektor
pembangunan dilaksanakan oleh PNS. Untuk memainkan peranan
tersebut, diperlukan sosok PNS yang profesional. yaitu PNS yang mampu
memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu
melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat
membentuk sosok PNS profesional seperti tersebut di atas perlu
dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan. Selama ini pelatihan
pembentukan CPNS dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, dimana
praktik penyelenggaraan pelatihan yang pembelajarannya didominasi oleh
ceramah sulit membentuk karakter PNS yang kuat dan profesional.

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk pada
ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN, CPNS wajib menjalani



masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan tenntegrasi
untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi
nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan
bertanggungjawab. dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi
bidang. Diperlukan sebuah penyelenggaraan Pelatihan yang inovatif dan
terintegrasi, yaitu penyelenggaraan Pelatihan yang memadukan
pembelajaran klasikal dan nonklasikal di tempat Pelatihan dan di tempat
kerja, sehingga memungkinkan peserta mampu menginternalisasi.
menerapkan. dan mengaktulisasikan, serta membuatnya menjadi
kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya. sehingga terpatn
dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas.
Melalui pembaharuan Pelatihan tersebut. diharapkan dapat menghasilkan
PNS profesional yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan
jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan
perekat dan pemersatu bangsa.

Arus globalisasi sudah tidak terbendung masuk ke Indonesia. Disertai
dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia kini
memasuki era Revolusi Industri 4.0, yakni menekankan pada pola
ekonomi digital, Artificial Intelligence (Al), big data, dan lain sebagainya
atau dikenal dengan fenomena disruptive innovation. Menghadapi
tantangan tersebut, kita perlu meningkatkan daya saing kita baik nasional
maupun regional. PNS sebagai pelayan masyarakat yang mempunyai
peranan penting dalam proses pelayanan publik dalam masyarakat,
merupakan aset negara yang perlu dikembang potensi dan
kemampuannya. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan desain diklat yang
tepat bagi CPNS sebagai awal pembentukan karakter dan kompetensi
sesuai tuntutan jabatannya.

Berdasarkan hal di atas, penyempurnaan dan pengayaan konsep
Diklat Prajabatan dilakukan dengan mengembangkan desain Diklat
terintegrasi sejalan dengan perkembangan dinamika tuntutan jabatan dan



penguatan terhadap kompetensi bidang sesuai dengan formasi jabatan
yang ditetapkan. Nomenklatur Diklat Prajabatan diubah menjadi Pelatihan
Dasar CPNS, sebagai salah satu jenis Pelatihan yang strategis pasca UU
ASN dalam rangka pembentukan karakter PNS dan membentuk
kemampuan bersikap dan bertindak profesional mengelola tantangan dan
masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif
whole of government atau one government yang didasari nilai- nilai dasar
PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan
Republlk Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya
sebagai pelayan masyarakat sebagai wujud nyata bela negara seorang
PNS.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, penulis mengidentifikasi
berbagai permasalahan yang terjadi dalam Biro Pemberitaan Parlemen.
Adapun permasalahan utama terletak pada memburuknya citra DPR Rl.
Padahal berbagai upaya perbaikan citra-citra kinerja anggota dewan terus
dilakukan, dengan memajukan internal media yang terdiri dari berbagai
platform berita mulai dari berita Website, Majalah dan Buletin, TV, dan
Radio Parlemen.

B. Dasar Hukum

Dalam menjalankan aktualisasi, diperlukan dasar-dasar hukum yang
dapat mendukung penyelenggaraannya. Adapun dasar hukum yang
dimaksud adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (PNS);

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia:

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri
Sipil;

6. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Penwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal
Dewan Penwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2016.



BAB n

PROFIL ORGANISASI

A. Visi Misi Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl No. 2Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Penwakilan
Rakyat Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Kealilian Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Pasal 232 Biro Pemberitaan Parlemen
mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pemberitaan, pelayanan
informasi, kehumasan, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan
urusan penerbitan.

Terkait dengan Visi dan Misi Pimplnan Biro Pemberitaan Parlemen,
terlebih dulu penulis paparkan Visi dan Misi dari Sekretaris Jenderal dan
Badan Keahlian (Setjen dan BK) DPR Rl itu sendirl. Sesuai dengan
kedudukannya sebagai pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan
jangka panjang pelaksanaan tugas Setjen dan Badan Keahlian DPR Rl,
Rencana Strategis memuat visi jangka panjang sebagai landasan dalam
menyiapkan arah kebijakan lima tahun ke depan.

Visi Setjen dan BK DPR Rl merupakan gambaran keadaan organisasi
yang ingin dicapai pada masa mendatang. Sebagai unsur pendukung
dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR Rl merumuskan Visi
sebagai berikut: :"Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
DPR Rl yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam
mendukung fungsi DPR Rl.

Sesuai dengan kedudukannya yang strategis dalam pemberian
dukungan administrasi, persidangan, dan keahlian, Setjen dan Badan
Keahlian DPR Rl hams dapat menyelesaikan berbagai pennasalahan di



berbagai bidang. Sejalan dengan itu, pengertian kata profesional, andal,
transparan, dan akuntabel adalah:

Profesional, berarti mempunyai kompetensi untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPR Rl secara baik dan benar, serta
berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

Anda!, berarti mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan
dicapai serta dapat diimplementasikan.

Transparan, berarti ketersediaan untuk senantiasa memberikan
informasi aktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses
penyelenggaraan organisasi, serta tugas dan fungsi DPR Rl.

Akuntabel, berarti mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan,
keputusan, dan kebijakan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPR Rl.

Adapun Misinya adalah memberikan gambaran mengenai rumusan
umum upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi
merupakan jembatan penjabaran visi ke dalam tujuan sehingga untuk
mendukung keiancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR Rl serta
tugas pokok dan fungsi Setjen dan Badan Keahlian DPR Ri, Misi Setjen
dan Badan Keahlian DPR Rl tahun 2016-2019 adalah: Pertama,
Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional,
andal, transparan, dan akuntabel. Kedua, Memperkuat peran keahlian
yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.

Misi merupakan iangkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Setjen dan Badan Keahlian DPR Rl. Terdapat 2 (dua) misi atau Iangkah
utama yang disusun untuk mencapai visi "Menjadi Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian DPR Rl yang profesional, akuntabel, dan andal".

Pada misi pertama yaitu meningkatkan tata kelola administrasi dan
persidangan yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel, Setjen
DPR Rl secara konsisten melakukan koordinasi dan sinergi dalam
pemberian dukungan administrasi berupa pelayanan keprotokolan.



pengelolaan SDM dan organisasi, pemberian pertimbangan dan advolosi
hul<um, rumusan produl< hukum, layanan pengaduan masyarakat,
perumusan perencanaan dan keuangan, pengelolaan Barang Milik
Negara, serta pengelolaan sarana dan prasarana. Setjen DPR Rl juga
berupaya memfasilitasi persidangan Komisi dan Paripuma, memfasilitasi
persidangan Badan dan Mahkamah, memfasilitasi kerja sama
antarparlemen, memfasilitasi kesekretariatan pimpinan, serta
penyampaian berita dan layanan infomiasi parlemen. Di samping
dukungan administrasi dan persidangan, melalui Inspektorat Utama
diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal di lingkungan Setjen
dan Badan Keahlian DPR Rl.

Misi kedua adalah memperkuat peran keahlian yang profesionai,
andal, transparan, dan akuntabel. Dalam struktur organisasi baru,
peningkatan fungsi pemberian dukungan keahlian memberikan ruang
yang leblh besar dalam meningkatkan dukungan keahlian bag! DPR Rl di
bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan melalui peningkatan jumlah
dan kualitas SDM. Ada pun SDM yang memberikan dukungan keahlian
terdiri atas perancang Undang-Undang//ega/ drafter, peneliti, analls APBN,
analis kebijakan akuntabilitas keuangan negara, dan analis pemantauan
pelaksanaan Undang-Undang.

Penjabaran dari visi dam misi yang hendak dicapal kemudian
dirumuskan menjadi tujuan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi
tersebut, maka tujuan Setjen dan Badan Keahlian DPR Rl antara lain,
Pertama, Peningkatan kualitas tata kelola administrasi dan persidangan
guna menunjang pelaksanaan wewenang dan tugas DPR Rl, Kedua,
Penguatan peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang
dan tugas DPR Rl.

Tujuan pertama dan kedua merupakan penjabaran dari fungsi Setjen
dan Badan Keahlian DPR Rl dalam pemberian dukungan sebagaimana



tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 Pasal 4 dan
Pasal 29.

Peningkatan kualitas tata kelola administrasi dan persidangan guna
menunjang pelaksanaan wewenang dan tugas DPR Rl termaktub dalam
fungsi Setjen DPR Rl. Semula dalam Peraturan Presiden Nomor 23
Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal DPR Rl, fungsi Setjen DPR Rl
adalah sebagai berikut: Pertama, Koordinasi dan pembinaan terhadap
pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR
Rl; Kedua, Pemberian dukungan teknis, administratif. dan keahlian di
bidang perundang-undangan, anggaran, dan pengawasan kepada DPR
Rl; Ketiga, Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di
lingkungan DPR Rl.

Namun dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun
2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl, fungsi
Setjen DPR Rl berubah menjadi:

a) Perumusan dan evaluasi Rencana Strategis Sekretariat
Jenderal;

b) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit
organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian,

c) Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan
administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

d) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan
pelayanan informasi serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas
dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;

e) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di
lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian,

f) Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan
Penwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan



g) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Penguatan peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang
dan tugas DPR R1 termaktub dalam fungsi Badan Keahlian DPR Rl.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Sekretariat Jenderai dan Badan Keahlian DPR Ri, fungsi Badan Keahlian
DPR Rl adalah:

a) Perumusan dan evaluasi Rencana Strategis Badan Keahlian;
b) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit

organisasi di lingkungan Badan Keahlian;
c) Penyiapan mmusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan

perancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

d) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian
anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

e) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian
akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

f) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan
penelitian kepada Dewan Penwakilan Rakyat Republik Indonesia;

g) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian
keparlemenan kepada Dewan Penwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

h) Pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan
1) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pimpinan

Dewan Perwakilan Rakyat Repubik Indonesia dan Sekretaris
Jenderai.

Penambahan fungsi Setjen dan pemisahan fungsi dukungan di bidang
keahlian oleh Badan Keahlian DPR Rl merupakan salah satu bentuk
penlngkatan kualitas dukungan agar lebih menyeluruh dan fokus. Adapun



ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk kedua tujuan tersebut
dijelaskan dalam Sasaran Program.

Sasaran Program adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh
Setjen dan Badan Keahlian DPR Rl yang mencerminkan pengaruh yang
ditimbulkan oleh adanya hasil {outcome) dari satu atau beberapa program.
Ada pun sasaran program Setjen dan Badan Keahlian DPR Rl.

Pertama, Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan
persidangan kepada DPR Rl yang optimal. Meningkatnya kualitas tata
kelola administrasi dan persidangan kepada DPR Rl yang optimal
tercermin dari indikator-indikator sebagai berikut:

a) Terfasilitasinya persidangan Komisi-komisi, Paripurna, Badan
Urusan Rumah Tangga, Badan Anggaran, Badan Musyawarah,
Badan Legislasi, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Kerja
Sama Antar Parlemen, dan Pimpinan DPR Rl, serta
terselenggaranya pemberitaan parlemen secara balk;

b) Tersedianya dukungan teknis dan administrasi, serta sarana dan
prasarana yang memadai;

c) Jumlah rekomendasi hasil pengawasan intern yang
ditindaklanjuti;

d) Tersedianya referensi kepustakaan, infrastruktur teknologi
informasi, kearsipan dan museum, risalah rapat persidangan,
serta terselenggaranya pendidikan dan pelatihan SDM;

e) Mempertahankan hasil opini BPK berupa "Wajar Tanpa
Pengecualian" (WTP);

f)Tercapainya peningkatan nilai LAKIP;
g) Indeks kepuasan pengguna layanan.

Kedua, Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan
wewenang dan tugas DPR Rl yang optimal. Menguatnya kinerja keahlian
dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR Rl yang
optimal tercermin dari indikator-indikator sebagai berikut: 1) Persentase
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isu yang terkait kedewanan yang tepat waktu dan akurat; 2) Indeks
kepuasan pengguna layanan.

B. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugasnya, Biro Pemberitaan DPR Rl dipimpin
oleh Kepala Biro Pemberitaan yang didukung Kepala Bagian Media Cetak
dan Sosial yang didukung oleli Kepala Subbagian Media Cetak beserta
para stafnya yang terdiri dari jurnalis, fotografer, dan staf tata usaha. Tidak
hanya itu, Kepala Bagian Media Cetak dan Sosial juga didukung oleh
Kepala Subbagian Media Sosial dan Kepala Subbagian Analis Media.
Untuk memudahkan mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut,
berikut adalah bagan Struktur Organisasi Biro Pemberitaan DPR Rl.

Bagan 2.1.

StrukturOrganisasi Biro Pemberitaan DPR Rl
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Sumber: Portal DPR Rl
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C. Penjelasan Tugas Fungsi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl No. 2 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Penwakilan
Rakyat Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Pasal 232 Biro Pemberitaan Parlemen
mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pemberitaan, pelayanan
informasi, kehumasan, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan
urusan penerbitan.

Dalam pasal 233 tercantum fungsi dari Biro Pemberitaan Parlemen
yaitu;

a) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Pemberitaan
Parlemen;

b) Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Pemberitaan
Parlemen:

c) Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro
Pemberitaan Parlemen;

d) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit
organisasi di lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen;

e) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberitaan,
pelayanan informasi, kehumasan, televisi dan radio parlemen, dan
penerbitan;

f) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberitaan, pelayanan
informasi, kehumasan, televisi dan radio parlemen, dan
penerbitan;

g) Penyelenggaraan pemberitaan di media cetak, media sosial, dan
website;

h) Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
i) Penyelenggaraan televisi dan radio;
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j) Penyelenggaraan urusan penerbitan;

k) Penyelenggaraan kehumasaan;
I) Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang

Persidangan;

m)Penyusunan laporan kinerja Biro Pemberitaan Parlemen; dan
n) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang

Persidangan.

Sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl
No. 2 Tahun 2016 tentang Perubalian Atas Peraturan Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasal 235, Bagian Media
Cetak dan media Sosial mempunyai tugas mengelola pemberitaan di
media cetak, media sosial, dan website, serta melaksanaan analisis
media. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Media Cetak dan Media
Sosial menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Media Cetak
dan Media Sosial;

b) Penyusunan bahan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak,
media sosial, website, dan analisis media;

c) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak, media
sosial, website, dan analisis media;

d) Pelaksanaan dukungan pemberitaan di media cetak;
e) Pelaksanaan dukungan pemberitaan di media sosial dan website;
f) Pelaksanaan analisis media;

g) Pelaksanaan tata usaha Bagian Media Cetak dan Media Sosial;
h) Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro

Pemberitaan Parlemen; dan

i) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro
Pemberitaan Parlemen.
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Sedangkan, penulis memiliki jabatan sebagai Jurnalis yang memiliki
tugas dan fungsi sebagai berikut;

a)Meliput kegiatan Dewan Penwakilan Rakyat Republik Indonesia,
serta Sekretariat Jenderal dan Badan Kealilian DPR Rl untuk
balian penyusunan press release:

b) Menyusun dan mengelola data serta informasi sebagai balian
penyusunan artikel;

c) Menyusun konsep press release kepada atasan
d) Menyampaikan press release kepada media massa untuk

dipublikasikan;

e) Mengklarifikasi berita negative tentang kinerja dewan;
f) Menyusun artikel terkait Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, serta Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl;
g)Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan;
h) Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan

setiap waktu diperlukan.
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BAB III

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Identifikasi Isu

1. Kolaborasi Berita DPR Rl dengan Aplikasi LINE Today dan

Baca Berita (BaBe)

Tercatat sejak 2009, Parlementaria Terkini telah hadir

sebagai portal berita yang ditayangkan pada website dpr.go.id.

Sayangnya, penulis menilai pemberitaan yang terdapat dalam

website masih kurang dikenal oleh masyarakat, terutama oleh

generasi muda. Hal in! dikarenakan kecenderungan generasi

muda yang jarang membuka website, dan lebih sering mengakses

media sosial dan aplikasi pesan, menjadi faktor pemicu rendahnya

peningkatan pengakses web. Dengan demikian, perlu dilakukan

sistem "jemput bola" sehingga Biro Pemberitaan tidak suiit untuk

menyosialisasikan ke generasi muda untuk mengakses web, tetapi

Pemberitaan yang menghadirkan produknya kedalam aplikasi Line

Today & Baca Berita (BaBe) dengan meiakukan kerjasama

dan partnership.

Image DPR Rl yang kurang baik di mata masyarakat

khususnya generasi muda, dan tingkat kesadaran poiitik yang

terkesan tua dan membosankan bagi kalangan muda. Hal ini

dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih muda dalam Pemilu

Legislatif 2019 yang hanya mencapai 40%. Untuk itu diperlukan

pendekatan khusus kepada kalangan muda, saiah satunya

dengan metode "jemput bola". Dengan metode ini, pembuat

produk langsung meiakukan penetrasi pasar dengan cara terjun
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langsung pada tempat-tempat kegemaran kalangan muda masa
kini, yaitu melalui sosial media dalam lingkup aplikasi telepon
seluler.

Penulis memilih LINE Today dan Baca Berita (Babe) karena
kedua aplikasi ini menjadi aplikasi yang cukup dimlnati oleh
kalangan muda. Harapannya, masyarakat terutama kalangan
muda semakin aware dengan berita DPR Rl, minimal generasi
muda saat ini dapat mengetahui berita-berita update dari DPR Rl.
Jangan sampai, pembehtaan mengenai DPR Rl sulit dikenal oleh
kalangan muda. Meningkatnya citra DPR Rl dengan dikenalnya
berita-berita oleh generasi muda. Terutama dengan posisi pemuda
sebagai agen perubahan, tentu diharapkan bisa turut
menyebarkan good news tentang DPR Rl.

2. Pembuatan Majalah Parlementaria Bahasa Inggris
Dalam rangka mengedepankan prinsip Open Parliamentary,

keterbukaan informasi tentu menjadi hal yang paling utama.

Namun, Belum adanya produk berita DPR Rl, baik di web dan
majalah dalam bentuk Bahasa Inggris. Selama ini, berita-berita
yang 6\-publish dalam website masih menggunakan Bahasa
Indonesia, sedangkan kita dapat memperluas sasaran pembaca
dengan berita-berita yang menggunakan Bahasa Inggris. Dengan
demikian, DPR Rl bisa menyosialisasikan produknya tidak hanya
ke Kementerian, Bandara, Sekolah, Kedutaan Besar Indonesia di
negara lain, tetapi juga bisa diberikan kepada Kedutaan Besar
Negara-Negara Sahabat yang ada di Indonesia, ataupun di luar
negeri.

Kesadaran untuk meningkatkan informasi ke taraf
internasional masih kurang. Karena DPR Rl tentu menginginkan
lebih banyak orang yang tahu mengenai apa saja yang sudah
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dikerjakan oleh DPR Rl. Harapannya, terdapat produk berita
dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris,
terutama yang diterjemahkan langsung oleh pembuat berita
(wartawan/jurnalis/reporter) sehiingga tidak ada perbedaan
persepsi dan salali paham.

Jika tidak terlaksana, maka Pemberitaan mengenai DPR Rl
akan tidak akan diketahui pubiik secara iuas. terutama masyarakat
Internasional. Kaiaupun masyarakat Internasionai ingin
mengetaliui berita tentang DPR Rl tentu harus diterjemalikan oleh
orang-orang yang bisa berbahasa Indonesia, namun kendalanya
jika diterjemahkan oleh orang-orang yang tidak mengerli kaidah
penulisan jurnalistik tentu bisa menimbulkan perbedaan persepsi.

Namun jika hal tersebut dapat diiaksanakan. ini akan
mendukung salah satu fungsi DPR Rl, terkait dipiomasi pariemen.
Dengan adanya produk berita dalam Bahasa Inggris, Anggota
DPR yang menerima dan/atau melakukan kunjungan dari/dan ke
luar negeri tentu bisa menyampaikan hasii capaian kinerja yang
telah mereka lakukan dalam bentuk Majalah Parlementaria ber-

Bahasa English.

3. Pembukaan Kolom Komentar pada Berita Web DPR Rl
Keterbukaan informasi pubiik juga perlu didukung oleh

tingkat partisipasi pubiik. Belum adanya wadah komentar pada
berita di web DPR Rl. Ini penting guna mendukung keterbukaan
pariemen atau Open Parliament yang sedang menjadi isu dunia.
Dengan demikian. masyarakat dapat menyampaikan gagasannya
terkait isu tertentu yang menjadi fokus dalam sebuah berita. Tidak
hanya itu, masyarakat juga bisa berdiskusi dan memberi masukan
terkait statement yang dikeluarkan oleh anggota dewan.
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Hal ini tidak dilakukan sebab munculnya kekhawatiran

tentang datangnya komentar berupa kritik pedas dari masyarakat.

Padahal, hal ini bisa dengan mudah diatasi dengan penerapan

sistem filter, dimana pemberitaan bisa saja memilih komentar

. mana yang layak ditampilkan, maupun yang tidak layak

ditampilkan.

Dengan membuka kesempatan masyarakat untuk

memberikan saran dan kritik terkait berita, diharapkan dapat

terbentuk forum diskusi dari masyarakat sebagai bahan/masukan

terkait fungsi pengawasan yang dijalankan oleh anggota dewan.

Jika tidak dilaksanakan, berita yang ditampilkan akan bersifat satu

arah dan tidak mendapatkan feedback langsung dari masyarakat.

Jika dilakukan, harapannya Anggota DPR bisa mendapatkan

saran dan kritik membangun dari masyarakat sebagai bahan

kajian dan tinjauan.

B. Pemilihan Isu Prioritas

Tabel 3.1.

Teknik Analisis USG

No Isu

Kriteria Jumlah

Nilai Peringkat
U S G

1 Kurang dikenalnya Berita Web DPR Rl oleh

generasi muda

4 5 5 14 1

2 Belum adanya Berita DPR Rl, baik Web maupun

Majalah dalam bentuk Bahasa Inggris

5 4 3 12 2

3 Tidak adanya wadah komentar pada Berita Web

DPR Rl

3 3 4 10 3
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Keterangan : (skor 1-5)

Perhitungan atau analisa menggunakan skala likert;
1 : sangat kecil/ rendah pengaruhnya
5 : sangat besar/ tinggi pengaruhnya
U:seberapa mendesak suatu isu harus di bahas dan ditindak lanjuti
S :seberapa serius isu harus dibahas dan dikaitkan dampaknya.
G;seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tidak ditangani.

C. Gagasan Petnecahan Isu

Berdasarkan Teknik Analisa USG diatas. dapat dipilih isu mengenai
"Kurang Dikenainya Berita Web DPR Ri oleh Generasi Muda". Dengan
menggunakan Teknik Analisa USG, dapat dijelaskan.

1. Urgency

Dengan tidak dikenainya pemberitaan DPR RI di kalangan
anak-anak muda, maka akan berpengaruh terhadap citra
institusi dewan perwakilan itu sendiri, bahkan dapat berakibat
menurunnya kesadaran kalangan muda untuk berpartisipasi
dalam kancah politik, bahkan semakin apatisnya generasi muda
kita terhadap kondisi terkini bangsa yang tengah diperjuangkan
oleh para Anggota Dewan.

2. Seriousness

Jika tingkat keterbacaan rendah, maka kinerja Anggota Dewan
yang diberitakan tidak akan mendapat perhatian dan
masyarakat yang akan menyebabkan tidak diketahuinya citra
instusi yang baik.

3. Growth

Apabila isu ini tidak segera ditindaklanjuti maka semangat untuk
mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik akan
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terhambat dan peningkatan mutu tulisan yang dihasilkan tetap
berjalan stagnan.
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D. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja

Identifikasi Isu

Isu yang Diangkat

Gagasan Pemecahan

Isu

Subbagian Media Cetak,

Bagian Media Cetak dan Media Sosial.
Biro Pemberitaan Parlemen,

Sekretariat Jenderal dan Badan Kealilian

DPR Rl

1. Kurang dikenalnya Berita Web DPR
Rl oieh generasi muda

2. Belum adanya Berita DPR Rl, baik
Web maupun Majaiah dalam bentuk
Bahasa Inggris

3. Tidak adanya wadah komentar pada
Berita Web DPR Rl

Kurang dikenalnya Berita Web DPR Rl
oleh generasi muda

Kolaborasi Berita Web DPR Rl dengan
Aplikasi LINE Today dan Baca Berita
(BaBe).
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1.

Kegiatan

Pengumpulan

data dan

pembuatan

proposal

kerjasama

yang diperlukan

untuk

berkolaborasi

dengan pihak

LINE dan BaBe.

Tahapan Kegiatan

1. Mengumpulkan

informasi terkait

LINE dan BaBe.

2. Menentukan

proyeksi tipe

berita akan

menjadi objek

kerjasama.

3. Mengumpulkan

dan

mengelompokkan

data-data yang

sudah dimillki.

Output I Hasil

1. Proposal

kerjasama, balk

yang diajukan

oleh Biro

Pemberitaan

DPR Rl,

maupun yang

diajukan oleh

LINE dan BaBe.

2. Data jumlah

pembaca Berita

Web DPR Rl

secara periodik

selama 1 (satu)

bulan terakhir

sebagai

pembanding.

Keterkaitan Substansi

IVIata Pelatihan

1. Wiiole of

Government:

Mengumpulkan

informasi kebutuhan

dari redaksi web dan

informasi yang

diberikan tim LINE

dan BaBe.

2. Komitmen Mutu:

Menentukan tipe

berita seperti apa

yang akan menjadi

objek kerjasama.

3. Akuntabiiitas:

Seluruh data di

redaksi Media Cetak

dikumpulkan dan

Kontribusi Terhadap

Tusi/Tujuan Organisasi

1. Manajemen berita

harus dilakukan dengan

tepat agar kegiatan

berjalan sesuai

perencanaan hal ini

bertujuan untuk

mewujudkan

Sekretariat Jenderal

dan Badan Keahlian

DPR Rl yang

profesional, andal,

transparan, dan

akuntabel dalam

mendukung fungsi DPR

Rl.

Penguatan Nilai

Organisasi

1. Nilai organisasi yang

ditingkatkan adalah

Akuntabel, dimana

pemberitaan akan

menjadi lebih

akuntabel karena

dapat memperluas

segmentasi

pembaca. Selain itu

perubahan ini juga

membantu

mensosialisasikan

kegiatan anggota

DPR Rl pada

kalangan muda.

2. Selain itu, nilai

Profesionalisme
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2.

dikelompokkan

sesuai tahun-bulan-

tanggal untuk

memudahkan saat

integrasi data.

Melakukan 1. Melakukan 1. Laporan rapat 1. Akuntabilitas - 1. Hasil analisis

koordinasi dalam meeting mengenai Komitmen mutu: karakteristik berita yang

bentuk koordinasi untuk mekanisme Mengidentifikasi mendukung

penyelenggaraan mencacat hal apa kerjasama, karakteristik berita terwujudnya

meeting yang saja yang daftar yang dibutuhkan pemberitaan pada

dilakukan antara dibutuhkan dan kebutuhan, untuk integrasi. Sekretariat Jenderal

Pemberitaan menyesuaikan proyeksi dan 2. Komitmen mutu: dan Badan Keahlian

DPR Rl dan dengan proyeksi karakteristik Memperbaiki berita DPR Rl yang

pihak LINE dan berita yang sudah berita seperti yang sudah ada agar profesional, andal,

BaBe. dibuat untuk apa yang sesuai dengan transparan, dan

proses integrasi diperlukan untuk karakteristik berita akuntabel dalam

juga ditingkatkan,

karena perluasan

kerjasama dapat

meningkatkan

kinerja menjadi lebih

efektif dan efisien,

sehingga dengan

satu berita yang

diposting pada

website dpr.go.id

akan sama dengan

apa yang tersebar

dalam aplikasi LINE

Today dan Baca

Berita.
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berita. menyelaraskan yang dibutuhkan mendukung fungsi DPR

berita DPR Rl. serta dapat Rl.

meningkatkan

kualitas berita.

Mengajukan 1. Melakukan 1. Daftar berita 1. Akuntabilitas: 1. Koordinasi yang baik

3. persetujuan koordinasi yang disetujul Semua bentuk akan membuat

pengintegrasian dengan Kepala untuk diintegrasi kegiatan yang kegiatan berjaian

berita kepada Subbagian Media berita web DPR dilakukan harus dengan baik sesual

Kepala Cetak dan Kepala Rl dengan LINE dilaporkan kepada dengan perencanaan,

Subbagian Media Bagian Cetak dan dan BaBe. Kepala Subbagian hai ini bertujuan untuk

Cetak dan Media Sosial 2.Nota Media Cetak dan mewujudkan

Kepala Bagian terkait hasil kesepahaman Kepala Bagian Sekretariat Jenderal

Cetak dan Media kerjasama. (MoU) antara Cetak dan Media dan Badan Keahlian

Sosial, kemudian 2. Membuat note Pemberitaan Sosial. DPR Rl yang

meneruskannya kesepahaam DPR Rl dengan 2. Anti-Korupsi: profesional, andal,

ke pihak LINE untuk pengajuan pihak dari LINE Pembuatan nota transparan, dan

dan BaBE pengintegrasian dan BaBe, yang kesepahaman akuntabel dalam
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data. sudah sebagai alat mendukung fungsi

3. Meminta ditandatangani. persetujuan dari DPR Rl.

persetujuan Kepala Subbagian

Kepala Bagian Medua Cetak dan

Cetak dan Media Kepala Bagian

Sosial dalam Cetak dan Media

bentuk penanda- Sosial.

tanganan MoU. 3. Akuntabilitas:

4. Menyerahkan Kepala Subbagian

nota Analis Konten

kesepahaman Media Sosial dan

pengintegrasian Kepala Bagian

berita kepada Cetak dan Media

pihak LINE dan Sosial mengetahui

BaBe. dan menyetujui apa

yang kita buat.

4. Whole of

Government;

Pemberitaan DPR
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Rl melakukan

koordinasi dengan

LINE dan Babe.

5. Komitemen mutu:

Dimana inovasi

yang telah diajukan.

yaitu integrase

berita berhasil

dilaksanakan.

Proses integrasi 1. Memantau 1. Screenshot 1. Akuntabilitas: 1. Berita yang sudah

4. berita dari web berita-berita yang berita-berita Proses pemantauan terposting dikumpulkan

DPR R1 ke LINE secara otomatis yang sudah bertujuan untuk berguna untuk

Today dan Baca terposting pada terposting pada menyimpan berita mewujudkan

Berita dilakukan. aplikasi LINE aplikasi LINE yang sudah Sekretariat Jenderal

Today dan BaBe Today dan terposting ke arsip dan Badan Keahlian

dan melakukan Baca Berita yang sehingga lebih DPR Rl yang

screenshot (BaBe) tercatat. profesional, andal,
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terhadap berita- 2. Akuntabilitas- transparan, dan

berita berita yang Komitmen Mutu akuntabel dalam

sudah terposting. Data berita yang mendukung fungsi

sudah terposting DPR RI.

harus ditata kembali

untuk

mempermudah

pencarian data.

Melakukan 1. Memberikan 1. Laporan hasil 1. Pelayanan Publik, 1. Sosialisasi diperlukan

5. sosialisasi sosialisasi sosialisasi Whole of agar seluruh anggota

setelah berita kepada anggota berupa daftar Government, tim dapat mengerti dan

web DPR Ri tim redaktur saran, Nasionalisme: tidak ada

sudah terposting Media Cetak masukan, dan Edukasi kepada kesalahpahaman.

dl aplikasi LINE terkait integrasi perbaikan seluruh tim Anggota tim pun dapat

Today dan Babe berita pada LINE terkait berita diperlukan agar mengevaluasi berita

kepada tim Today dan Baca yang sudah pembaruan yang yang sudah terintegrasi
redaksi Media Berita. terintegrasi dilakukan dapat secara baik sehingga

27



Cetak. pada LINE dipahami dengan dapat meningkatkan

Today dan baik dan benar dan kinerja tim redaksi. Hal

Baca Berita fiarus bisa ini bertujuan untuk

yang berasal dijalankan secara mewujudkan

dari tim redaksi konsisten. Sekretariat Jenderal

Media Cetak. dan Badan Keahlian

DPR Rl yang

profesional, andal,

transparan, dan

akuntabel dalam

mendukung fungsi

DPR Rl.

Melakukan 1. Melakukan 1. Screenshot 1. Komitmen Mutu; 1. Evaluasi diperlukan

6. evaluasi setelah evaluasi dan Statistik Berita Evaluasi bertujuan untuk meningkatkan

proses analisa hasil dari untuk mencari tahu dan memperbaiki

kolaborasi berita Statistik Berita apakah terdapat kualitas, hal ini

web DPR R1 dari Aplikasi hambatan atau bertujuan agar
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dengan LINE

Today dan BaBe.

Baca Behta kekurangan saat

inovasi tersebut

diterapkan.

2. Komitmen mutu -

Nasionalisme:

Evaluasi dilakukan

kepada anggota tim

redaksi Media

Cetak untuk

mengetahui

tanggapan setelah

integrasi berita

sudali berjalan.

3. Komitmen Mutu,

Akuntabilitas:

Evaluasi dibutuhkan

untuk mengetaliul

liasil dari perbaikan

berita, serta

mewujudkan

Sekretariat Jenderal

dan Badan Kealilian

DPR Rl yang

profesional, andal,

transparan, dan

akuntabel dalam

mendukung fungsi

DPR Rl.
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melaporkan hasil

tersebut kepada

Kepala Subbagian

IVIedia Cetak dan

Kepala Bagian

Cetak dan IVIedia

Sosial.
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BAB IV

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Penjelasan Pelaksanaan Aktualisasi

No Keglatan Tahapan Kegiatan
Waktu

Pelaksanaan
Bukti Fisik

Pengumpulan

data dan

pembuatan

proposal

kerjasama

Mengumpulkan informasi

terkait LINE Today dan BaBe

26-27 Agustus

2019

Lampiran 1

Tampilan LINE

Today dan Baca

Berita (BaBe)

1

Menentukan proyeksi tipe

berita yang akan menjadi objek

kerjasama

28 Agustus 2019 Lampiran 2

Tampilan Website

dan Sosmed DPR Rl

Menyusun dan mengajukan

proposal kolaborasi

28 Agustus 2019 Lampiran 3

Proposal Kolaborasi

2

Melakukan

koordinasi

dalam bentuk

meeting

Melakukan meeting koordinasi

untuk mencatat hal apa saja

yang dibutuhkan

29 Agustus 2019 Lampiran 4

Catatan Meeting

dengan BaBe

Melakukan rapat koordinasi

dengan BDTI

10 September

2019

Lampiran 5

Absensi Rapat BDTI

3

Pengajuan

Perjanjuan Kerja

Sama Integrasi

Berita

Persetujuan melalui rapat

koordinasi secara internal,

bersama bagian BDTI dan

Hukum

13 September

2019

Lampiran 6

Coretan Catatan

Rapat

Lampiran 7

Persekjen No. 20

tahun

Menyelenggarakan rapat

koordinasi secara eksternal

13 September

2019

Lampiran 8

Catatan Rapat
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan
Waktu

Pelaksanaan
Bukti Fisik

MoU

Proses penyusunan Perjanjian

Kerja Sama (MoU)

16-27

September 2019

Lampiran 10

Lembar Disposisi &

Nota Dinas

Lampiran 11

Draf 1 Perjanjian

Kerja Sama

Lampiran 12

Draf 2 Perjanjian

Kerja Sama

4
Proses integrasi

berita berjalan

IVIemantau berita-berita yang

secara otomatis terposting

19 September-

1 0ktober2019

Lampiran 13

Screenshot Akun

DPR Rl

Lampiran 14

Screenshot Berita

5
Sosialisasi

integrasi berita

Mennberikan sosialisasi kepada

tim redaktur Media Cetak

terkait dengan integrasi berita

1 0ktober2019 Lampiran 15

Catatan Singkat

Rapat Sosialisasi

6
Evaluasi

integrasi berita

Melakukan analisa hasil

evaluasi dan analisa Statistik

Berita dari hasil integrasi berita

4-7 Oktober

2019

Lampiran 16

Statistik Berita
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B. Deskripsi Kegiatan Aktualisasi

1. Pengumpulan data dan pembuatan proposal kerjasama

1.1. Tahapan kegiatan dan output

a) Pengumpulan informasi terkait LINE Today dan Baca

Berita (BaBe)

Tahapan kegiatan mengumpulkan informasi atau riset

tentang pihak yang akan diajak kerjasama merupakan

kegiatan yang dilakukan untuk mempemiudali penulis

dalam melakukan proses integrasi berita. Pada kegiatan ini

penulis mengumpulkan data awal mengenai karakteristik

kedua platform berita tersebut.

• LINE Today
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Merupakan layanan konten yang tersedia pada

aplikasi LINE dan juga bisa diakses melalui alamat

website httD://todav.line. me dan mempublikasikan

konten yang dibuat oleh media yang menjadi mitra

kerjanya dan dikurasi oleh tim editorial LINE Today

demi menjaga keseimbangan dan netralitas. LINE

Today pada dasarnya bertujuan memperkaya

kehidupan seliari-hari pengguna LINE melalui konten

yang berimbang, terkini, dan informatif. Platform yang

telah dirilis sejak 30 Juni 2016 ini memiliki berbagai

rubrik, diantaranya:

- Top News,

- Showbiz,

- Life,

- Sports,

- Videos.

- Buzz,

- Sci-Tech,

- Games,

- Parenting,

- Fiksi,

- Weekend,

English,

- Career,

Intermezzo,

- Webtoon,

- Otomotif, dan

- Biz.
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Baca Berita (BaBe)

OKE
ZOHF

SEMUA TEMA BERITA

Untukmu

' Sepakbela

Dian*l

Internuienal

OttBwMdi Rumth
WM Kn(A RItmt S*rnptl

Poiitik ^

Aplikasi penyedia berita untuk pengguna Android

dan iOS dar berbagai situs atau portal berita lengkap

dan terpercaya yang diperbaharui setiap detiknya.

Aplikasi berita gratis in! juga dapat memberikan

rekomendasi berita favorit pilihan pembaca ke dalam

salah satu kanal unggulan "Untukmu", serta adanya

fitur Push Notification agar setiao berita tidak pernah

terlewatkan.

Tampilan berita Baca Berita juga tersedia dalam

format dengan berbagai atribut interaksi seperti likes,

comment, share, survey dan opinion. Pengguna juga

dapat mengatur sendiri urutan tampilan dari berbagai

jenis berita. Tidak hanya itu, Baca Berita juga

dilengkapi dengan filter Anti Berita Bohong sehingga

berita yang ditampilkan diklaim dapat selalu
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terpercaya. Aplikasi yang telah diunduh lebih dari 30
juta kali di seluruh Indonesia ini, memiliki berbagai fitur
andalan, diantaranya:

- Rubrik "Untukmu", dimana berita dapat dipilih

dan ditampilkan sesuai kesukaan anda dengan
teknologi canggih melalui Artificial Intelligence

(Al).

- Tab "Comments", untuk mendiskusikan artikel

berita dengan jutaan pengguna BaBe lainnya,

- "Categoiy tab, guna memilih kategori yang

diinginkan dengan mudah,

- Berbagai Rubrik, dengan banyak kategori BaBe

miliki saat ini, misalnya: Nasional dan Politik,

Hiburan, Olahraga, Gaya Hidup, dan lebih dari

30 kategori lainnya.

b) Penentuan proyeksi tipe berita yang akan menjadi objek
kerjasama

Pada tahapan ini, penulis mengklasifikasikan terlebih
dahulu mengenai konten yang akan dijadikan objek
kerjasama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), konten adalah informasi yang tersedia melalui
media atau produk elektronik. Sedangkan, menurut tokoh
pers Indonesia, Mochtar Lubis, berita merupakan apa saja
yang ingin diketahui banyak orang dan membacanya.
Lebih lanjut, Inung Cahya (dikutip dari Planetxperia,
November 2013) mengatakan bahwa berita haois

memenuhi unsur-unsur yang merupakan jawaban dari

pertanyaan 5W+1H {What, Who, When, Where. Why, dan
How). Berdasarkan pengertian tersebut, penulis
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mengklasifikasikan objek kolaborasi kedalam dua garis
besar.

• Berita Website DPR Rl

Laman berita website DPR Rl dapat diakses pada
haiaman muka website resmi DPR Rl pada dor.go.id

atau meiaiui dpr.ao.id/berita vang menampilkan berita-

berita terkini yang diperbaharui setiap harinya. Berita
dalam Website DPR Rl diklasifikasikan berdasarkan
berita sesuai dengan tema-tema sebagai berikut:

- Berita Paripurna

- Berita Pimpinan

- Berita Badan iVlusyawarah

- Berita Komisi I

- Berita Komisi II

- Berita Komisi III

- Berita Komisi IV

- Berita Komisi V

- Berita Komisi VI

- Berita Komisi VII

- Berita Komisi VIII
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- Berita Komisi IX

- Berita Komisi X

- Berita Komisi XI

- Berita Badan Legislasi

- Berita Badan Anggaran

- Berita B.U.RT

- Berita B.K.S.A.P

- Berita B.A.K.N

- Berita Badan Kehormatan

- Berita Panitia Kliusus

- Berita Sekretariat Jenderal

- Berita Inspektorat Utama

- Berita Pusdiklat

- Berita Reformasi Birokrasi

- Berita Ope Parliament

- Berita Infografis

- Berita Iain-Iain

Konten Sosial Media DPR Rl

Sosial media merupakan media daring (online) dimana
para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi,
berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki,
forum, atau dunia virtual lainnya. Sebagai lembaga
pemerintahan dengan upaya membangun citra diri
yang balk di masyarakat, DPR Rl memiliki sosial
media pada berbagai platform sosial media yang lazim
digunakan masyarakat, seperti Instagram, Twitter, dan
Facebook. Ketiganya memiliki karakteristik konten

yang berbeda-beda. Instagram misalnya, konten yang
diposting cenderung visual dan mengedepankan foto
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dan video. Twitter, dengan keterbatasan kata sekali
posting yang hanya sekitar 140 karakter dan 4 foto
sekali posting tentu kontennya sangat ringkas.
Berbeda dengan Facebook yang cenderung memlliki
konten yang panjang. Adapun tampilan ketiganya
adalah sebagal berikut:

- Instagram: dpr_ri

• e ^

Twitter: @DPR_RI

3.-

ijji

Facebook: @DPRRI
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c) Menyusun dan mengajukan proposal kolaborasi
Berdasarkan hasil riset data dan riset lapangan, penulis
menyusun proposal kolaborasi. Proposal kolaborasi
menjadi gerbang masuk untuk mennpertemukan kebutuhan
kita dengan ketentuan yang ada dalam pihak yang diajak
untuk melakukan kerja sama. Proposal disusun secara
ringkas dengan memperkenalkan klasifikasi berita yang
dimiliki, serta tujuan melakukan kolaborasi. Adapun
tampilan dari proposal selengkapnya terdapat pada
Lampiran 3.

Berkaitan dengan tindak lanjut proposal yang telah
disampaikan, dari kedua pihak yaitu LINE Today dan Baca
Berita (BaBe), tidak semua berjalan dengan sesuai
keinginan. Disinilah penulis menemukan kendala dimana
tidak adanya follow up lanjutan dari LINE Today terkait
dengan proposal yang telah diajukan. Terlebih, LINE
Today belum memberikan kepastian layanannya yang
tidak berbayar. Hal ini kontras dengan repon dari pihak
BaBe, yang sangat dengan cepat menyambut proposal ini
dan langsung memastikan bahwa layanannya tidak
berbayar. Dengan berat hati, penulis (setelah
mendapatkan persetujuan dari mentor) tetap melanjutkan
dengan BaBe, sambal terus melakukan follow up kepada
pihak LINE Today.

1.2. Keterkaitan kegiatan substansi mata pelatihan
a) Whole of Government

Mengumpulkan informasi kebutuhan dari redaksi web dan
informasi yang diberikan tim LINE dan BaBe, menjadi
salah satu upaya dalam mewujudkan pelayanan publik
dengan cara bekerja lintas batas atau lintas sector guna
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mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu
pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Dalam kegiatan ini,
pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan
dilakukan dengan menghilangkan sekat-sekat sector yang
selama ini terbangun.

b) Komitmen Mutu

Menentukan tipe berita seperti apa yang akan menjadi
objek kerjasama. Dengan dilakukannya kegiatan ini,
pekerjaan akan lebih efektif, efisien dan memiliki inovasi
dalam memberikan pelayanan publik. Efektifitas dilihat dari
bagaimana tujuan dapat dicapai. Efisiensi terkait dengan
sumber daya yang digunakan dalam mencapai tujuan.
Inovasi dapat diliiiat dari unsur kebaruan, dimana kerja
sama terkait konten berita belum pernah dilakukan
sebelumnya.

c) Akuntabilitas

Pengumpulan dan pengklasiflkasi data-data berita yang
ada dalam redaksi Parlementaria, di Bagian Media Cetak
dan Sosial, yang tersusun berdasarkan dengan klasifikasi
yang sudah ada menjadi resposibilitas atau tanggung
jawab yang dapat ditemui ketika melaksanakan tahapan
kegiatan ini.

2. Koordinasi dalam bentuk rapat atau meeting
2.1. Tahapan kegiatan dan output

a) Rapat atau meeting koordinasi untuk mencatat perihal
kebutuhan

Pada tahapan kegiatan meeting koordinasi dengan pihak
kerja sama, penulis didampingi oleh mentor
menyelenggarakan rapat yang mengundang pihak dari
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Baca Berita. Rapat dihadiri oleh pihak Content Manager
dan Junior Business Development dari Baca Berita.

Berdasarkan rapat tersebut, hal penting yang perlu digaris-
bawahi adalah tidak adanya biaya dalam proses kerja
sama ini, baik berupa Content Partnership dan Publisher
Partnership. Selama rapat, Official Account DPR di Aplikasi
Babe langsung dibuat. Setelah berkoordinasi dengan salah
satu Admin Media Soslal DPR Rl. diputuskan bahwa
konten dari Twitter lah yang akan otomatis naik menjadi
konten OA DPR Rl di Aplikasi BaBe, sedangkan terkait
dengan Content Partnership atau kerja sama dengan objek
berita dapat dilakukan setelah penandatanganan MoU
(Perjanjian Kerja Sama). Jangka waktu perjanjian
ditetapkan akan berlangsung selama 1 (satu) tahun,
dimana dengan sendirinya akan diperpanjang untuk jangka
waktu yang sama kecuali ada pemeritahuan tertulis dalam
waktu 3 bulan sebelumnya.
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b) Rapat dan meeting koordinasi dengan BDTI
Setelah mencatat berbagai kebutuhan yang diperlukan
untuk proses kerja sama berita, yaitu Link RSS. Bersama
dengan anggota Latsar CPNS Angkatan 3 lainnya, BDTI
memfasilitasi berbagai kebutuhan dari masing-masing
peserta dengan sangat baik.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, BDTI memberikan akses
RSS Feed berupa fink atau tautan. RSS Feed merupakan
sebuah format umpan pada website yang digunakan untuk
menerbitkan artikel yang baru saja diperbaharui. RSS
merupakan singkatan dari Rich Site Summary, yang pada
awalnya disebut Side Summary RSF dan sering dijuluki
Really Simple Syndication.
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RSS biasanya disajikan dalam bentuk file XML yang
umumnya digenerate secara otomatis oleh mesin blog atau
website utama. Fungsi RSS Feed dalam proses kolaborasi
berita menjadi bagian terpenting, RSS Feed inilah yang
akan digunakan dalam proses integrasi berita sehingga
berita yang sudali diposting dalam website DPR Rl dapat
otomatis terposting dalam aplikasi-aplikasi berita.

2.2. Keterkaitan kegiatan substansi mata pelatihan
a) Akuntabilitas

Mengindentifikasi dan mengeksekusi kebutuhan dalam
melakukan proses kerja sama berita. Sebagaimana
terdapat dalam Modul Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan Golongan III berjudul "Akuntabilitas", salah satu
aspek akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan
yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara satu
pihak dengan pihak lainnya, dimana pemberi kewenangan
bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai,
bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya manusia
sesuai dengan tugas dan fungsinya. Disisi lain, penulis
sebagai entitas individu dalam sebuah institusi
pemerintahan juga bertanggung jawab memenuhi semua
kewajibannya. Sehingga dalam akuntabilitas, hubungan
yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab
antara kedua belah pihak.

b) Komitmen Mutu

Menentukan tipe berita seperti apa yang cocok untuk
dilakukan kerja sama. Hal tersebut termasuk dalam bentuk
manajemen mutu, dimana segala bentuk kinerja
dilaksanakan secara terintegrasi, dengan melibatka
seluruh komponen oprganisasi, untuk senantiasa
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melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan
pembaca. SGSuai dengan definisi dari Santosa dalam
Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana (2002: 4), dimana
Manajemen Mutu Terpadu merupakan system manajemen
yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan
berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan
seluruh anggota organisasi.

3. Pengajuan Perjanjian Kerja Sama Integrasi Berita
3.1. Tahapan kegiatan dan output

a) Pengajuan melalui rapat koordinasi secara internal dengan
BDTI dan Bagian Hukum

Setelah persiapan dilakukan, saatnya penulis melakukan
kegiatan eksekusi. Untuk melancarkan integrasi berita,
dlperiukan adanya MoU atau Memorandum of
Understandings. Dalam tahap ini, pihak BaBe sudah
memberikan format MoU yang dimiliki oleh perusahaan
BaBe untuk melakukan kerjasama konten. MoU inilah yang
menjadi latar belakang terselenggaranya rapat dengan
Pihak BDTI dan Bagian Hukum yang diwakili oleh Kepala
Sub-Bagian Perumusan Produk Hukum, pada lingkup
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl.
Sehingga, penulis dan mentor mengadakan rapat dengan
bagian Kepala Bagian Data dan Teknologi Informasi
(BDTI) dan BDTI dan Kepala Sub-Bagian Hukum.
Berdasarkan rapat yang sudah dilakukan, disimpulkan
bahwa dlperiukan adanya MoU yang sesuai dengan
ketentuan Persekjen DPR Rl No. 20 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Produk Hukum Sekjen dan BK DPR Rl,
dengan merubah nama MoU menjadi Perjanjian Kerja
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Sama. Dengan demikian penulis melakukan pembuatan
draf Perjanjian Kerja Sama.

b) Rapat koordinasi secara eksternal membahas draf MoU
Setelah berkoordinasi secara internal, penulis
menyelenggarakan rapat koordinasi pihak eksternal dalam
hal ini Pihak BaBe. Rapat dilakukan secara singkat yang
kembaii dihadiri oleh Content Manager dan Junior
Business Development, serta dihadiri oleh Media Relations
dari Pihak BaBe, guna membahas draf Perjanjian Kerja
Sama yang akan dibentuk dari MoU BaBe.
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Berdasarkan rapat tersebut, Pihak BaBe bersedia
mengikuti ketentuan dari institusi kita jika MoU harus dibuat
dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan sesuai dengan
Persekjen DPR Rl No. 20 Tahun 2017. Terkait dengan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja
Sama, isinya akan kurang lebih sama dengan apa yang
ada pada MoU BaBe, namun penulis menambahkan
beberapa hal yang perlu ditambahkan seperti ketentuan
yang tertera pada Hak dan Kewajiban baik dari Pihak
Pertama dan Pihak Kedua, selaku BaBe.

c) Proses persetujuan Perjanjian Kerja Sama (MoU)
Sebelum disetujui, draf Perjanjian Kerja Sama telah
sebanyak dua kali dikirimkan oleh penulis ke Bagian
Hukum untuk mendapatkan masukan-masukan. Dalam
tahapan inilah, proses berjaian begitu lama.

3.2. Keterkaitan kegiatan substansi mata pelatihan
a) Akuntabilitas

Segaia bentuk kegiatan dilaporkan kepada pihak-pihak
terkait, misalnya ketentuan akses RSS Feed kepada BDTI,
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dan MoU atau Perjanjian Kerja Sama kepada Bagian

Hukum. Hal ini sesuai dengan salah satu akuntabilitas

yang membutuhkan adanya laporan. Dalam Modul

Akuntabulitas disebutkan bahwa laporan kinerja

merupakan perwujudan dari akuntabilitas. Dengan

memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan

terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh

institusi serta mampu menberikan bukti nyata dari hasil dan

proses yang telah dilakukan. Dalam hal ini, penulis

memberikan laporan kepada atasan terkait dengan adanya

MoU atau perjanjian kerja sama merupakan salah satu

bentuk akuntabilitas.

b) Anti-Korupsi

Pembuatan nota kesepakatan dalam bentuk MoU dan

Perjanjian Kerja Sama, sebagai alat persetujuan kedua

pihak. Dengan dibuatnya nota kesepakatan, integritas

lembaga dalam melaksanakan kerja sama dapat terjalin.

Integritas menkadi suatu proses sosial yang ditunjukkan

untuk mengatasi korupsi, dengan demikian salah satu

upaya perubahannya dapat dilakukan melalui tiga proses

perubahan sosial dari Kelman (1959) dan Brigham ((1991).

Tiga proses soisial yang berpedan dalam proses

perubahan sikap dan perilaku, diantaranya kesediaan

{compliance), identifikasi {indentification), dan internalisasi

{internalization).

c) Whole of Government

Aspirasi dan masukan dari hasil rapat koordinasi dengan

BDTI dan Bagian Hukum disampaikan kepada Pihak BaBe.

Pendekatan yang dilakukan dalam rangka menyatukan

upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dengan
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keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang
lebih luas guna mencapai tujuan bersama, menjadi salah
satu bagian dari Whole-of-Government (WoG). Hal ini
sesuai dengan istilah WoG yang dikenal sebagai
pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang
melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan
urusan-urusan yang relevan.

4. Proses Integrasi Berita Berjalan
4.1. Tahapan kegiatan dan output

a) Pemantauan berita-berita yang sudah otomatis terposting
Proses integrasi berita akhirnya berjalan. Setelah RSS
Feed diberikan kepada Junior Business Development Baca
Berita (BaBe) sebagai PIG Content Partnership, berita-
berita DPR Rl sudah terposting dalam aplikasi Baca Berita
(BaBe).
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Berdasarkan proses tersebut, penulis mengamati bahwa
berita yang sudah terposting pada Website DPR Rl dapat
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langsung terposting dalam aplikasi dalam hitungan menit.
Berita-berita yang terposting juga tidak memiliki
perbedaan, dalam artian tidak mengalami proses editorial
kembali sehingga berita yang diposting dapat langsung
naik dan terposting dalam aplikasi Baca Berita (BaBe).
Adapun contoh tampilan berita yang sudah terposting
adalah sebagai berikut;
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4.2. Keterkaitan kegiatan substansi mata pelatihan
a) Komitmen Mutu

Proses pemantauan bertujuan untuk menyimpan data-data
berita yang sudah terposting. Bill Creech dalam Alexander
Sindoro (1996: 4) memperkenalkan adanya lima pilar
dalam manajemen mutu terpadu, diantaranya: produk,
proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Kelimanya
memiliki keterkaitan dan keterkaitan dan tergantungan
tinggi untuk dapat mewujudkan target mutu. Produk
integrasi berita juga termasuk pada manajemen mutu.
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b) Akuntabilitas

Penyelarasan data-data yang sudah terposting sehingga
memudahkan dakam proses analisa data. Hasil dari inilah
yang nantinya diharapkan membawa citra pemerintah yang
inovatif. Sebagaimana terdapat dalam Modul Akuntabilitas,
dikatakan bahwa akuntabilitas berorientasi pada hasil.
Dalam konteks ini, setiap institusi dituntut bertanggung
jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta
selalu bertindak dan berupaya maksimai untuk
memberikan kontribusi dan inovasi guna mencapai hasil
yang maksimai.

5. Sosialisasi Integrasi Berita

5.1. Tahapan kegiatan dan output

a) Sosialisasi kepada anggota tim redaktur Media Cetak
terkait dengan integrasi berita

Setelah tahapan integrasi berita sudah berjalan, penulis
memberikan sosialisasi atau pemberitahuan kepada tim
redaktur di Media Cetak, terkait dengan adanya integrasi
berita pada Aplikasi BaBe. Bersamaan dengan rapat
redaksi dan rapat koordinasi sebelum melakukan peliputan
pelantikan dan pengesahan Anggota DPR Periode 2019-
2024, penulis menyampaikan hal tersebut
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5.2. Keterkaitan kegiatan substansi mata pelatihan
a) Pelayanan Publik

Edukasi kepada tim redaksi diperlukan agar pembaharuan
yang dilakukan dapat dipahami dengan balk dan benar,
sehingga dapat diterapkan secara berkelanjutan.

b) Nasionalisme

Integrasi berita menjadi sarana guna mendapatkan
feedback dari masyarakat mengenai sejauh mana
pemberitaan DPR Rl mendapatkan impresi atau kesan di
masyarakat.

6. Evaluasi Integrasi Berita

6.1. Tahapan kegiatan dan output
a) Melakukan analisa hasil evaluasi dan analisa Statistik

Berita dari hasil integrasi berita

Setelah proses sosialisasi dan integrasi berita berjalan
selama beberapa saat, penulis mendapatkan hasil analisa
berupa Statistik Berita dari hasil berita-berita yang sudah
terposting.

DaU Arttcto OaUy

<ifV«rno I W tOo' (Jv
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Berdasarkan hasil analisa tersebut, terdapat beberapa
masukan dari Redaktur Website DPR Rl, yang
memberikan apresiasi bahwa proses integrasi berita sudah
berjalan dengan baik terlihat dari banyaknya pembaca
berita atau Active Count dan View Count dari aplikasi Baca
Berita (BaBe).

Terdapat tiga evaluasi utama: Pertama, Redaktur
menginginkan kedepannya bagian Active Count dan View
Count dalam Statistik Berita bisa terlihat secara khusus
pada masing-masing berita, bukan hanya disajikan per
hari. Hal ini memungkinkan penentuan isu seperti apa yang
menarik untuk disajikan kepada masyarakat. Kedua, selain
pembaca berita adakah cara lain untuk mengefektifkan
impresi atau kesan yang ditinggalkan oleh pembaca berita.
Selain komentar-komentar, adakah standar atau ukuran
tertgntu yang bisa dibuat oleh Baca Berita dalam
menentukan seperti apa yang tergolong dalam respon
positif dan negatif dalam merespon sebuah berita. Ketiga,
saran bagi pihak Baca Berita (BaBe) untuk menyajikan
hasil laporannya seperti Google Analytics yang menyajikan
waktu pembaca dalam mengakses berita, berita apa yang
diminati oleh pembaca, dan karakteristik pembaca baik dari
jenis kelamin atau gender, rentang usia, bahkan pekerjaan
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dari pembaca itu sendiri. Usulan ini nantinya akan
disampaikan untuk bahan perbaikan bersama kedepannya.

6.2. Keterkaitan kegiatan substansi mata pelatihan
a) Komitmen Mutu

Evaluasi bertujuan untuk mencarl taliu apakah terdapat
hambatan atau kekurangan saat inovasi tersebut
diterapkan.

b) Nasionalisme

Evaluasi dilakukan kepada anggota tim redaksi Media
Cetak untuk mengetahui tanggapan setelah integrasi berita
sudah berjalan.

c) Akuntabilitas

Evaluasi dibutuhkan untuk mengetahui hasil dari perbaikan
berita, serta melaporkan hasil tersebut kepada Kepala
Subbagian Media Cetakdan Kepala Bagian Cetakdan
Media Sosial.
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E. Stakeholder

Keberhasilan rancangan aktualisasi ini dalam implementasinya di
Bagian Media Cetak dan Media Sosial (Media Cetak) memerlukan
dukungan dan kerjasama dari semua pihak pemangku kepentingan
{stakeholders) agar bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Berikut
stakeholders pada proses penwujudan rancangan aktualisasi ini:

1. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen selaku penanggung jawab,
2. Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial selaku pengambil

keputusan,

3. Kepala Subbagian Media Cetak selaku pembina kegiatan,
4. LINE Today dan Baca Berita selaku partner kegiatan,
5. Reporter/Jumalis Media Cetak sebagai pendukung,
6. Fotografer sebagai pendukung, dan
7. Pembaca dari kalangan muda.

F. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala

Secara umum tantangan atau hambatan yang mungkin akan terjadi
dalam menjalankan rancangan aktualisasi adalah komunikasi, mengingat
rekan kerja dalam kegiatan ini yaitu LINE Today dan Baca Berita berasal
dari luar lingkungan kerja DPR Rl. Penyesuaian waktu untuk bisa
melakukan meeting dan koordinasi guna menyelaraskan komunikasi yang
terjalin juga dapat menjadi tantangan selanjutnya. Untuk itu, diperlukan
komitmen semua pihak untuk menjalankan dan mematuhi timeline yang
telah disusun sehingga hal ini menjadi strategi dalam mengatasi kendala
utama diatas demi kelancaran kegiatan aktualisasi dengan baik dan
sesuai rencana
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G. Analisis Dampak

1. Hasil Inisiatif

Penulis memilih LINE Today dan Baca Berita (Babe) karena
kedua aplikasi ini menjadi aplikasi yang cukup diminati oleh
kalangan muda. Jika terlaksana, masyarakat terutama kalangan
muda semakin aware dengan berita DPR Rl, minimal generasi
muda saat ini dapat mengetahui berita-berita update dari DPR Rl.
Namun jika tidak terlaksana, pemberitaan mengenai DPR Rl sulit
dikenal oleh kalangan muda. Meningkatnya citra DPR Rl dengan
dikenalnya berita-berita oleh generasi muda. Terutama dengan
posisi pemuda sebagai agen perubahan, tentu diharapkan bisa
turut menyebarkan good news tentang DPR Rl.

2. Nilai Dasar ANEKA

Nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik,
Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) dan pengetahuan Kedudukan
dan Peran PNS dalam NKRI seperti Manajemen Aparatur Sipil
Negara (ASN), Whole of Government (WoG), dan Pelayanan
Publik harus diaplikasikan dalam kegiatan aktualisasi.
Akuntabilitas sangat penting diterapkan mengingat setiap kegiatan
yang dilakukan perlu untuk dibuat pertanggung jawabannya
kepada atasan sehingga atasan dapat mengetahui apakah penulis
mengerjakan tugas dengan baik dan benar sesuai dengan
ketentuan.

Selain itu nilai Nasionalisme turut diterapkan dalam kegiatan
mengingat kegiatan ini ditujukan untuk kepentingan bersama,
sehingga semua staf dapat terlibat langsung untuk kelancaran
pelaksanaan kegiatan. Kemudian apabila nilai Whole of
Government tidak diterapkan, maka tentu penulis akan kesulitan
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untuk bekerja sama dengan divisi/departemen lain untuk
menyelesaikan kegiatan aktualisasi ini.

Selain itu setiap tugas dilaksanakan dengan menjaga
Komitmen Mutu. Apabila Komitmen Mutu tidak terjaga maka hasil
akhir kegiatan aktualisasi tidak akan sesuai dengan keinginin yang
sudah tercantum pada rancangan aktualisasi. Pelayanan publik
yang berkualitas pun turut diterapkan, apabila budaya pelayanan
tidak berjalan dengan baik dan berimbas pada kerja tim yang
buruk, maka pekerjaan tidak akan berjalan baik dan hasil
pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan.

H. Rencana Jadwal Kegiatan

label 3.3.

Timeline Kegiatan

Agustus September

MInggu Minggu
Kegiatan

4 5 1 2 3 4

Pengumpulan data dan pembuatan proposal v v
kerjasama

Melakukan koordinasi dalam bentuk meeting v v

Pengajuan perjanjian kerja sama integrasi berita v v v
Proses integrasi berita berjalan ^ ^

Sosialiasi setelah proses integrasi berita

Evaiuasi pelaksanaan aktualisasi
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan Kegiatan

Bagian Media Cetak dan Sosial merupakan unit kerja yang
membidangi kegiatan yang berhubungan dengan pemberitaan baik pada
website, yang juga terpublikasi dalam buletin, serta majalah. Berita yang
dihasilkan Bagian Media Cetak setiap harinya merupakan laporan dari
kegiatan yang terselenggara tidak lianya dalam lingkup DPR Ri, tetapi
juga dalam lingkum Sekretariat dan Badan Keahlian DPR Rl, sebagai
supporting system lembaga negara ini. Berita yang dihasilkan pada
Bagian Media Cetak tak jarang menjadi bahan pemberitaan bagi media-
media nasional di Indonesia.

Dengan demikian, mengingat pentingnya berita yang menjadi kinerja
utama pada bagian ini, sudah seyogyanya mendapatkan peluasan
publikasi yang tidak lianya mengandalkan website dan sosial media yang
dimiliki, tetapi juga bisa hadir melakukan penetrasi kedalam aplikasi-
aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat. Besar harapannya,
masyarakat dapat lebih mengetahui segala bentuk kinerja dari DPR Rl
hingga terciptanya citra positif yang dibangun oleli pemberitaan mengenai
DPR Rl itu sendiri.

B. Saran

Proses integrasi berita website DPR Rl kedalam aplikasi-aplikasi
penyedia berita yang sering digunakan masyarakat diharapkan dapat
membantu Tim Redaksi dalam menyusun dan menentukan isu-isu seperti
apa yang mendapat perhatian bagi masyarakat. Dengan dibukanya akses
komentar berita, kedepannya, pemberitaan mengenai DPR Rl juga bisa
mendapatkan feedback dari masyarakat sehingga para pimpinan dan
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pemangku kebijakan dapat lebih mengetahui apa yang tengah
mendapatkan perhatian dari masyarakat. Ditengah kondisi citra DPR Rl
yang sering mendapat impresi kurang baik dari masyarakat, diharapkan
tim redaksi memanfaatkan sarana dan prasarana dalam proses integrasi
berita guna lebih meningkatkan citra baik dari DPR Rl, terutama pada
Periode 2019-2024 yang baru terpilih ini.
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Lampiran 1

Tampilan LINE TODAY dan Baca Berita (BaBe)
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Tampilan Aplikasi LINE Today

LINE TODAY top

TONTONAN BARU

IPinocchio 1EP6 - Uburan Dua Tahun

I Mtschtevous Ktss Season
21EP12 • Pertemuan
Pengtsi Tenaga

Almost Paradise! fuK, Nostalgia Soys
over Flowers'

m
[ DetactlveConan ] EP5S-
Kasus Peintxmjhan
Seniata Misterius

Joker dan Film
Baru Lainnya
untuk Nonton
Malam Nanti

POPULER

S«(nua

1 Slip Gajl BupatI Diunggah dl
Instagram Pemkab Baniamegm,...

2 Foto dl wsma. cewek Initak sactar
ada penampakan dl betakang

3 Sultan MalaysiaCeraikanMiss
Moscow OKsanaVMvodina. Mint..

4 Dih. Nggak Pemah DibereMn
Penyewa. RumahimBerubahJa..

• Penaim Clttnrti- IrwVviBtla Bisuoi
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Tampllan Aplikasi Baca Berita

Untukmu

Ma«>ooai

TEMUKAN BERI

I TRENDING FAVORITMU

MORE! PEMERINTAH
HARGATIKETPESA

I HAOGA TWCT PCSAWAT LCC AXAN TUflUN

Pcmerlntah Sep^kat Turunkdn Tanf
PenerbdrM»n LCC

P9n>efintah PangkasHar9a
Tikct Pcsawdt LCC Jactwal

SEMUA TEMA BERITA

Untukmu Sepakbola Polilik Vide +

' Sepakbola

Ugt ^di
enf^anti Leonardo TOn

di Juventus?

Digilai

^ Internaslonal

TAN

I TAK BERPIHAK I

boiacofT 0 103

Dirawat di Rumah Sakit.
' Wall KntBRIsma Sempftt

1 Kantong Infus
Politik

MK Kembali Mulai Sidang

untuk Dengarkan Keterangan
Saksi dari KPU

kembali rrenggeiar stdarg

Ur^utan guqatar 9

oa9<TAdf $<dan9 kalim btfragenMar

rr«nd«(^9ar«ar keterv>ga-t soKsi dan pihak

ya*v^i KPU

Scang d^rruai pu^ui13 OQ WI6dan S'bu'ta otefi
KBTua MK Artwv Usrrian Ki.iaM HuKum KPJ A4
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Tampilan Website DPR Rl

M«no • P«f>c»fian iWeStriail V Kontak . PPJO i TVR Parlemen ' Uvanan • £n Q

X DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
' / RCPUBUK INDONESIA •M CAP\

AGENDA LEGISIASI JWH OAFTAR ANCCOTA AlAT KELENGKAPAN

TENTANCDPR

Pvayaan HUTDPRMonMntumPwtnt tri
SlMurahm

31 A(itttus 2019 / PIMPtNAN

Ketuj DPR tU Soesaryo meniUi

perayaan HUT kc-74 OPft Rl menjoakafl

cnomentum ema? bagi ^nggota OPft Rl.
pepbJt dan

KprnW VIII Terima Matufcan Poerta Lomba
Ond Bkitanc Orator

30 A«ii»tu* 2019 / SEKRETARIAT
JENOERAL

ru$kaA dan resume yang bcf A>kon

twuMn dyi p«s«ru LombJ Oasi 6«Mjng

Orator (L080) tettiadip p«fTtuhaun

Rancanean Undart^ Undang Pef^ghaouun
Kekerasan.

•ERITA

Berita Paripuma

Berita Piinpiftan

Berita Badan
Musyawarah

Berita Komd I

Berrta Kocnid II

Berita Komisi III

Berita Komsi fV

Berita Komsi V

Berita Komiti VI

Berfta Kotrasi VII

Beriu Komisi VIII

SerftaKomisi IX

Beriu KomisX

Beriu Komisi XI

Berita Badart Lepslasi

Beriu Badin Anciaran
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ABOUT

DPR Rl

X

LINE

TODAY

PARLEMENTARIA
TERKINI

As an Official News Beaureau of DPR
Rl, we deliver our latest news every
day covering all the House of
Representative's activities.

Our news product differs based on
various kind of platform, such as:
1.Parlementaria Terkini

2.Majalah & Buletin Parlementaria
3.TV Parlemen

4.Radio Parlemen

5.and social media

Specifically in Parlementaria Terkini,
it's been posted at the website for a
couple years and become the most up-
to-date news of DPR Rl.

THE BACKGROUND OF PROPOSAL
LINE Today is valued as a biggest news
provider and became a popular platform among
the users, moreover the netizen in Indonesia.
We want to penetrate and expand our readers,
and we hope that our news could as popular as
the news on LINE Today.

EXPECTED BENEFITS FROM PARTNERSHIP
We looking forward for Content Partnership,
with dashboard performances, or any other
potential collaboration.
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ABOUT BABE (Baca Berita) Anytime, Anywhere

BABE is an Al-powered content platform that delivers fair and balanced news by aggregating

articles from thousands of media publisher partners in Indonesia. BABE has been downloaded

for more than 30M+ through Google Playstore, Appstore and preloading partnership.

Leveraging best in class A1 technology by Bytedance, it learns your preferences and thus

recommends the content that you care about. It tracks your interaction and tailors the

content you see based on how you use the platform with the most user friendly interface

experiences. The longer you spend time with it, the better it understands you. BABE Is

committed to inform, educate and entertain the masses of Indonesia with cutting edge Al

BABE

SCAN ME TO DOWNLOAD

BABE ON ANDROID NOW!

all right reserved to intellectual property of MPGames- BABE Bara terfta:-'
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BABE

OVERVIEW

Read / Month

700M+ Articles

Content / Month

IM + Articles +

Videos across 30

categories

Q CarlBABE

UntUkfnU video Kiiruictan +

Buntut Putus Kerja Sama
dengan Google, Huawei
P30 Pro Banyak Dl)ua1...

Saat Warganet MInta
Sandiaga Tak Bawa
Polltik ke Jalan Buntu

{Cek Fakta] Beredar
Daftar Ga]i Pengangguran
dalam Skema Kartu...

Dampak Perang Dagang
Amerlka Serikat-China

Semakin Meluas

Download

30M+

Monthly Active User

8M+

Time Spends

33 Minutes/Day/User

al! right reserved to intellectual property of MP Games - BABE Baca Berita



USER

PROFILE

Female

40%

A Medan

^15%

Male

60%

>-18-24 yo

13%

24-34 yo

50%

II A

^40%
Jabodetabek A Others:

® 20%
A Surabaya:

25%
' • 'ail ri^ht Vtserved to mtellectual property ofMP Ggmes - BABE Baca Berita



BABE PARTNERSHIP PROPOSAL

❖ Content Partnership
Duration: 1 year (automatic renewal)

't* Traffic attribution directly to Google Analytics (1 hit in BaBe = 1 hit in GA)
• Dashboard will be provided so publisher can trace the performances

❖ Microblogging, KOL
❖ Official account DPR Rl

♦>

♦>

all right reserved to intellectual property of MP Games - BABE Baca Berita



Content Partnership

PoUhk Hihij

JokowJ TIba dl MtfMkc Dm Hvl,
N«tlz«A: HtrtMitya And* St^gal
PrM<d*n...

Utal Nonton Film A Man Callad
Ahok'. Veranica Tan dllar>g BeginI

BarkunjuflQ ka KamorSuaml« Mi^ Sttlamy T«up
Elegan tfenMn Buaana Sefba Putih: (^azooa

Haria Simamora Ttraangka
Pambunuh 1 Kduarga CMIttnai
Nakal

Increase Traffic &

Readership

Increase traffic view on your

articles automatically when
BaBe's user open the articles

on the Apps

*RSS Feed is needed for BABE to automatically
crawl the articles in website

Data Insight

Informative data will be

displayed on publishers'
dashboard that can be

traced and checked directly

ail right reserved to intellectual property of MP Games - BABE Baca Berita



MICROBLOGGING FEA

Get your voices and opinions heard!

♦>

♦>

We publish your content

We give you a recommendation boost
to nnake your content more visible

We rank and highlight your comments
at the very top

Automatically share your content and
comments to all your followers on
BABE

ail right reserved to intellectual property of MP Games - BABE Baca Berita

JokowiO
leikitii PtMsii.ien RepuMik Indonesia Joko Widodo

JokowiO

Kemorou 2019 menurut BMKG okon lebih kering.
Puncoknyo Agustus-September. Beberapadaerah di
Indonesia sudah mengolomi keodoon tonpa hujan
dolam 21, 31, sampoi 61 hari.
...tkicn Sirlenqkf;

^18

JokowiO

Contoh Mock-up: Welcome Account



MICROBLOGGING FE T

Gain millions of dedicated followers on BABE!

♦♦♦ We recommend your author profile to users so they can
follow you

♦♦♦ We let you share your BABE author profile or content to
social media, so they can join you in BABE

We make sure users know it's the real you!

❖ We display verified badge and short description in your
author profile next to your articles and comments, so
users know they are interacting with the real you

Control your brand

We allow you to moderate comments on your content

al! right reserved to intellectual property of MP Games • BABE Baca Berita

ponov
nojiuMin

no 11

Pemprov DKI Jakarta O
Ahijl: i-rHii'ii.- .'Kl ..-ik.J'IJ | SMii
(JH1 1 ! ? I I r:ki'<j.-|akarij go id

Pemprov DKIJakartaO

Rayakan #HUTDKIJakarta dengantertib
sampah, yuk! Jadi kalau kamu menemukan
atau ingin buang sampah, pastikan buangnya
ke tempat sampah. Kalau belum ketemu
tempat sampah. d.-.:.;.!i::i snk^ngkdpnyii

r c hh
KOTA lAKARTA TANPA SAMPAH

Contoh Mock-up: Re^rnmemaifi Card



PREVIEW MICROBLOGGING FEATURE

Indonesian Red Cross

Akun Populerdi GaBe

Saya baru saja mengikuti
Indonesian Red Cross di BaBe. Jadi

gak sabar menunggu konten

Mock-up: In-App Push Notification

iSSk
w

Kemenhub Rl O

Q a^.„n 111: KKiiieriifri.-in Mr-rhuDiMiqan til lelo 1
I III,III llllt'l1 I', tlBlJtlub ytJ III hdl.'l'bCjOk

698 104

Rekomendasi

(f

1.5M

Poiiy(Kui

LebihBanyak

Jokowri BasukI Hadlmuljono KanwntHlat

Kemenhub Rl O

Pelatlh kepala Tim Naslonal Wanlta, RullyNere
memulal proses seleksi dan pemusatan latlhan skuat
Ganida PertiwI pada Sabtu (11/5). Adapun seleksi
dan latihan perdana dlselenggarakan di Stadion
Jenggolo,Sidoarjopada n -24 Mel ... . i 'iq-.mnv..

Mocl<-up: Recommendation Card

PSS(0

pssio

Pelatlh kepala Tim Naslonal Wanlta, RullyNere
memulal proses seleksi dan pemusatan latihan skuat
Garuda PertiwI pada Sabtu (11/5) Adapun seleksi
dan latihan perdana diselenggarakai ... •••i •

0

pssio

Kerjasama PSSI bersama Super Soccer berterfokus
pada area pemblnaan usia muda yang merupakan
akselerasi bagi pemain untuk belajar,berlatih,dan
bertanding dengan standar Eropa.

Mocl(-up: Explore/Discover

a!i right reserved to intellectual property of MP Games - BABE Baca Berita

J
Badan POM Rl 0

Q •.•tjji cidn M.iKdnaii AmanMemngkatkan Kesehatan
M,,i^vijrak3i ddii Dava SaingBanqsa l HaioSPOM

698 104

Mmgikuli

I^M
Peryikut

^ Badan POM Rie

#SahabatBPOM, untuk menjalinsilaturahmi dalam
suasana HariRayaIdul Fttrl 1440H, BPOM menggelar
Halalbihalal bersama puluhan insan persdi Kantor
BPOM, Jakarta (14/06).

1 Komsntar Bagiksn

Mocl<-up: Profile Page



Lampiran 4

Catalan Meeting dengan BaBe
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CATATAN RAPAT

RAPAT KOORDINASI ANTARA PARLEMENTARIA WEB DENGAN BACA

BERITA

Jenis Rapat : Rapat Koordinasi

Hari/Tanggal ; Kamis, 29 Agustus 2019

Pukul : 14.00- 16.00 WIB

Tempat : Ruang Media Cetak dan Sosial, Gedung Nusantara

II Lantai 3, Senayan, Jakarta

Hadir : Kepala Sub-Bagian Media Cetak, Admin Sosial

Media DPR Rl, Creator Management Baca Berita,

dan Junior Business Development Baca Berita.

Catatan

1. Pihak Baca Berita (BaBe), sebagai agregator berita, menyambut

baik adanya proses kerja sama berita dengan institusi

pemerintahan seperti DPR Rl. Sebelumnya, Pihak BaBe juga telah

bekerja sama dengan institusi pemerintah atau kementerian

lainnya, diantaranya Kominfo Rl, Kemenag Rl, Bawaslu, BMKG,

PSSI, Pemprov DKI Jakarta, Humas Jabar.

2. Kerja sama atau yang lazim disebut dengan partnership terbagi

menjadi dua, yaitu Publisher Partnership dan Content Partnership.

3. Kedua kerjasama bersifat gratis tanpa ada pemungutan biaya,

sebagai bagian dari program membantu publikasi pemberitaan

pada kementerian/lembaga.

4. Publisher Partnership adalah dengan menyediakan akun yang

terintegrasi dengan official account sosial media DPR Rl,

sedangkan Content Partnership adalah dengan menyediakan akun

khusus yang akan memposting berita-berita DPR Rl.
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5. Dalam rapat disepakati untuk membuat akun DPR Rl secara official

dengan logo verified biru. Hasil pertimbangan dari salah satu Admin

Sosial Media DPR Rl, diputuskan bahwa kontennya akan berasal

dari konten Twitter DPR Rl. Sehingga kedepannya, konten yang

terposting pada Twitter DPR Rl akan otomatis terposting dalam

akun Official Account DPR Rl pada Aplikasi BaBe.

6. Content Partnership atau integrasi berita akan menunggu adanya

RSS Feed benjpa link dan menunggu adanya nota kesepakatan

atau MoU.

7. Rapat berakhir pukul 16.00 WIB.
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Absensi Rapat BDTI

XVII



Yth.

Dari

Hal

Tangga!

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP, (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dprgo.id

NOTADINAS

No.: PL.02/904/SETJEN DAN BK DPR RI/09/2019

Kabid Data dan Teknologi Informasi

Kabid Pelaksanaan Diklat

Permohonan dukungan Tim IT

6 September 2019

Bersama ini difaeritahukan bahwa CPNS Tahun 2019 Angkatan III sedang

melaksanakan agenda Habituasi dan ditugaskan untuk membuat Rancangan

Aktuaiisasi.

Sehubungan dengan hal itu, mohon bantuan Saudara kiranya dapat

menugaskan 2 (dua) orang Pegawal Negeri Sipil di BIdang Data dan Teknologi

Informasi, yaitu:

No Nama/NlP Jabatan

1. Erdinal Hendradjaja, ST., M.Sc.
NIP.198008132009121001

Pranata Komputer Muda

2. Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., MT.I.
NIP.198210032009121001

Pranata Komputer Madya

untuk memberikan bimbingan dalam rangka koordinasi dengan Peserta Latsar

Angkatan ill untuk meminimalisir kesalahan dalam penggunaan infrastruktur digital

dibawah pengelolaan Bidang Data dan Teknologi Informasi, berikut nama-nama

fer/amp/r yang membutuhkan bimbingan tersebut pada tanggal 10 September 2019 di

Ruang RapatPusdiklat lantai 4.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kabid Pelaksanaan Diklat,

Rusmanto, S.

NIP.197112lil997031001
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Daftar Name CPNS Latsar Angkatan III yang Berkoordinasi dengan BDTI

No. Nama Jabatan

1
Kurnia Dwi Rachman

Analis Pengaduan Masyarakat

2
Fadhilah Afifah

Analis Data dan Informasi

3
Antonius Samturnip

Analis Hukum

4
Nanda Ainun Octafiani

Penyusun Bahan Kebijakan

5
Trisuharto Clinton

Analis Hukum

6
Andi Yuliyanto

Analis Tata Usaha

7
Nindah Warachmah Suharji

Analis Data dan Informasi

8
Affi Widoretno

Jumalis

9
Intan Sasya Manila

Analis Diklat

10
Satrio Arga Effendi Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja

Neqara Ahli Pertama

11
Rizki Indra Kurniawan

Analis Kepegawaian Pertama

12
NurSa'ban Alif Abyan

Pamong Budaya Pertama

13
Rizki Emil Birham

Analis Hukum
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Nomor

Lampiran
Hal

SEKRETARiAT JENDERAL DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

T^LP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 15715 925. WEBSITE : www.dpr.goJd

868/BP.01 /9/2019

Undangan Rapat Koordinasi

cancQi-

Jakarta, 11 September 2019

Yth.

1. Kepala Bagian Hukum;
2. Kepala Bidang Data danTeknologi informasi.

Sekretariat Jenderal dan BK DPR Rl

Jakarta

TandaTeiima

- - >
:

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, Bagian Media Cetak dan Media
Sosia! akan mengadakan kerjasama dengan Baca Berita (BaBe). Maka dengan ini kami
akan mengadakan Rapat Koordinasi dalam hal permintaan masukan terkait MoU Kerjsama
DPR Rl dengan Baca Berita (BaBe), pada:

Hari/Tanggai
Waktu

Tempat

Jum'at, 13 September2019
14.00 WIB

Bagian Media Cetak dan Media Sosial

Sehubungan dengan itu, kami mohon dapat menugaskan Pejabat/Staf pada
kegiatan dimaksud.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan
terimakasih.

Tembusan Yth:

1. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen;
2. Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi. u-a-L3

Kabag Media Cetak
dan Media Sosial,

)fs.Mohammad Diazuli. M.Si.

NIP.196510311994031002

Taada Tsrima



Daftar Hadir Rapat Koordinasi Aktualisasi IVloU Kerjasama Berita
Tanggal 14 September 2019

No Nama Bagian Tanda Tangan
1. 1
2.

3. io(AcUtv\» -6- *LPTI 1 vA
4. J ^

/t

5. fPH /t/p
6. [rrVH

5

i

U
7. r
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
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Persekjen DPR Rl No 20 Tahun 2017
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SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR20 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DAN

BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa adanya perubahan struktur organisasi dan tata

kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berakibat pada

perubahan pedoman tata naskah dinas Sekretariat

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia;

b. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Nomor 05 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

sudah tidak sinkron atau harmonis lagi dengan

perubahan dan perkembangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat tentang Pedoman Pembentukan
*r
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Produk Hukum Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia;

Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rak>''at Republik Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Sekretaris Jenderal Dewan Penvakilan Rakyat Nomor 2

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan

Rakyat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata

Naskah Dinas Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia; ^
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MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK

HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN

KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Setjen dan BK DPR RI

adalah lembaga kesekretariatan dan keahlian lembaga negara

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pimpinan Unit Pengusul adalah Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan

Setjen dan BK DPR RI yang mengajukan usulan rancangan Peraturan

Sektretaris Jenderal DPR RI.

3. Pedoman Pembentukan Produk Mukum Setjen dan BK DPR RI adalah

ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan dalam proses pembuatan

produk hukum Setjen dan BK DPR RI.

4. Produk Hukum Setjen dan BK DPR RI yang selanjutnya disebut Produk

Hukum adalah Produk Hukum yang terdiri dari Peraturan Sekretaris

Jenderal DPR RI, Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI, Keputusan Kuasa

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Instruksi, Nota Kesepahaman

{Memorandum of Understanding), Perjanjian Kerja Sama dan Perjanjian Sewa

Barang Milik Negara. }
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5. Program Pembentukan Produk Hukum adalah instrumen perencanaan

program pembentukan Produk Hukum yang disusun secara terencana,

terarah, terpadu, dan terkoordinasi.

6. Teknik Pembentukan Produk Hukum adalah cara penyusunan Produk Hukum dari

mulai penamaan sampai dengan penutup sesuai dengan kaidah-kaidah dan asas-

asas penyusunan Produk Hukum;

7. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI adalah ketentuan yang memuat kebijakan

pokok dan umum yang bersifat men^tur di lingkungan Se^en dan BK DPR RI;

8. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI adalah ketentuan yang memuat kebijakan

yang bersifat administralif, lidak mengatur dan memuat penetapan.

9. Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI adalah kebijakan yang memuat arahan atau

perintah tentang pelaksanaan kegiatan.

10. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran adalah kebijakan yang ditetapkan oleh

Pejabat Kuasa Per^guna Anggaran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

dan pelimpahan wewenang dari Pengguna Anggaran yang bersifat administratif, tidak

mengatur, dan memuat penetapan.

11. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding adalah naskah yang memuat

kesepakatan awal antara Se^en dan BK DPR RI dengan pihak lain untuk melakukan

tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

12. Perjanjian Keqasama adalah kesepakatan antara Setjen dan BK DPR RI dengan

pihak lain untuk melaksanakan tindakan atau pjerbuatan hukum yang telah

disepakati bersama.

13. Peijanjian Sewa Barang milik negara adalah kesepakatan yang dibuat antaia Se^en

dan BK DPR RI dengan pihak lain dalam rangka penyewaan Baiang Milik Ne^ra

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran di Setjen dan BK DPR RI.
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15.Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang

memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan

sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada

Setjen dan BK DPR RI.

16. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang

ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada

dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Sektretaris Jenderal DPR RI ini disusun dengan maksud sebagai

pedoman bagi unit-unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI dalam

pembentukan Produk Hukum.

Pasal3

Tujuan disusunnya pedoman pembentukan Produk Hukum adalah:

1. tersusunnya Produk Hukum yang dapat dilaksanakan secara efektif dan

berguna dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang

Setjen dan BK DPR RI;

2. terciptanya tertib administrasi hukum dalam pembentukan Produk

Hukum; dan

3. memberikan kepastian hukum dalam pembentukan Produk Hukum.

K
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BAB III

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pembentukan Produk Hukum dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai

berikut:

a. kejelasan tujuan;

b. pejabat pembentuk yang tepat;

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

d. dapat dilaksanakan;

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

Pasal5

Asas kejelasan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah

bahwa setiap pembentukan Produk Hukum harus mempunyai tujuan yang jelas

yang hendak dicapai.

Pasal 6

Asas pejabat pembentuk yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf

b adalah bahwa setiap jenis Produk Hukum harus dibuat oleh Pejabat yang

berwenang.

Pasal 7

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 4 huruf c adalah bahwa dalam pembentukan Produk

Hukum harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai

dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 8

Asas dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah

bahwa setiap pembentukan Produk Hukum harus memperhitungkan efektivitas

Produk Hukum tersebut.

Pasal 9

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf e adalah bahwa setiap Produk Hukum dibuat karena dibutuhkan dan

bermanfaat untuk peningkatan kinerja Setjen dan BK DPR RI.

Pasal 10

Asas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah

adalah bahwa setiap Produk Hukum harus memperhatikan teknis penyusunan

Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta

bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan

berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Pasal 11

Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah bahwa

dalam pembentukan Produk Hukum mulai dari perencanaan, penyusunan,

pembahasan, pengesahan atau penetapan, bersifat transparan dan terbuka.

Pasal 12

Ruanglingkup Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini meliputi:

a. bentuk Produk Hukum;

b. proses Pembentukan Produk Hukum; dan

c. teknik penyusunan Produk Hukum.



- 8 -

BAB IV

BENTUK PRODUK HUKUM

Pasal 13

Bentuk Produk Hukum terdiri dari:

a. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI;

b. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI;

c. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;

d. Instruksi;

e. Nota Kesepahaman {Memorandum of Understanding);

f. Peijanjian Keija Sama; dan

g. Perjanjian Sewa Barang Milik Negara.

Pasal 14

(1) Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dan

ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI.

(2) Penandatanganan Produk Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c

dan huruf g dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang berdasarkan Keputusan

Sekretaris Jenderal DPR RI.

(3) Penetapan dan penandatanganan Produk Hukum sebagaimana dimaksud

Pasal d, huruf e dan huruf f dapat dilimpahkan kepada pejabat dibawah

Sekretaris Jenderal DPR RI yang berkedudukan sebagai pejabat pimpinan

tinggi madya di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

(4) Pelimpahan penetapan dan penandatanganan Produk Hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap Produk Hukum yang bersifat

khusus terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan berlaku di lingkungan

unit masing-masing serta tidak berkaitan dengan pengaturan administrasi

kepegawaian, anggaran serta sarana dan prasarana.

I-
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Pasal 15

Produk Hukam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a memuat

kebijakan pokok dan umum yang bersifat mengatur di lingkungan Setjen dan BK

DPR RI.

Pasal 16

(1) Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c

memuat kebijakan yang bersifat administratif, tidak mengatur, dan memuat

penetapan yang berlaku di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan

untuk:

a. menetapkan atau mengubah status

kepegawaian/ personal/ keanggotaan / material / peristiwa;

b. menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim; dan/atau

c. menetapkan pelimpahan wewenang.

Pasal 17

Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d memuat

kebijakan yang memuat arahan atau perintah tentang pelaksanaan kegiatan

yang bersifat sangat penting.

Pasal 18

Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, huruf f dan

huruf g memuat kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua

belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum

yang telah disepakati bersama. ^
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BAB V

PROSES PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 19

Perencanaan pembentukan Produk Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 13

huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dalam Program Pembentukan Produk

Hukum.

Bagian Kedua

Perencanaan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI

Pasal 20

(1) Dalam perencanaan pembentukan Produk Hukum berupa Peraturan

Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a,

disusun untuk jangka waktu tertentu yang terdiri atas:

a. program 5 (lima) tahunan; dan

b. program prioritas tahunan.

(2) Rencana pembentukan program 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Biro yang mempunyai tugas di bidang

hukum dan pengaduan masyarakat.

(3) Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima) tahunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada usulan

pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dari Pimpinan Unit

Pengusul.

(4) Biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat

menerima usulan pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dari

Pimpian Unit Pengusul.

(5) Pembahasan penetapan program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal

DPR RI 5 (lima) tahunan dapat melibatkan pimpinan tinggi madya dan/atau

pimpinan tinggi pratama dari unit pengusul.

(6) Program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima)

tahunan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI.
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Pasal 21

(1) Program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima)

tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a menjadi

acuan dalam menetapkan program pembentukan Peraturan Sekretaris

Jenderal DPR RI prioritas tahunan.

(2) Program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI prioritas

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Sekretaris Jenderal DPR RI.

Pasal 22

Untuk kepentingan organisasi, Pimpinan Unit Pengusul dapat mengajukan

rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI di luar Program pembentukan

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima) tahunan dan prioritas tahunan

dengan disertai urgensi atas suatu rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR

RI.

Pasal 23

Program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima) tahunan

dapat dievaluasi bersamaan dengan penetapan program pembentukan Peraturan

Sekretaris Jenderal DPR RI prioritas tahunan.

Pasal 24

Program Pembentukan Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf b dan huruf c merupakan skala prioritas Produk Hukum dalam 1 (satu)

tahun.

Pasal 25

(1) Program Pembentukan Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 berpedoman pada:

a. rencana strategis Setjen dan BK DPR RI; dan/atau

b. rencana anggaran biaya (RAB)/rencana kegiatan anggaran (RKA). ^
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(2) Program Pembentukan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, harus mempertimbangkan realisasi anggaran pada tahun

sebelumnya.

BAB VI

PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Penyusunan, Pembahasan, Penetapan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI

Pasal 26

Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI melalui tahap penyusunan,

pembahasan dan penetapan,

Pasal 27

Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI diusulkan oleh Pimpinan Unit

Pengusul sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan program

pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima) tahunan dan

prioritas tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1).

Pasal 28

(1) Dalam penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 Pimpinan Unit Pengusul mengajukan rancangan

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.

(2) Pengajuan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), disertai dengan kerangka acuan dan/atau naskah

kebijakan yang paling sedikit memuat:

a. latar belakang;

b. maksud dan tujuan pengaturan;

c. dasar hukum;

d. materi yang akan diatur; dan

e. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.
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Pasal 29

(1) Sekretaris Jenderal DPR RI menugaskan kepala biro yang mempunyai tugas

di bidang hukum dan pengaduan masyarakat melalui deputi yang

membidangi administrasi untuk melakukan pembahasan rancangan

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dimaksud.

(2) Pembahasan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh biro yang mempunyai tugas di

bidang hukum dan pengaduan masyarakat.

(3) Pembahasan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) melibatkan unit pengusul dan unit kerja terkait.

(4) Pembahasan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan membentuk tim yang

ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI.

Pasal 30

(1) Rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI hasil pembahasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 selanjutnya dibubuhi paraf oleh

kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan

masyarakat dan Pimpinan Unit Pengusul.

(2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan pada setiap

lembar/halaman rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI

pada kolom paraf yang telah ditentukan.

(3) Dalam hal kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan

pengaduan masyarakat dan Pimpinan Unit Pengusul sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berhalangan, dapat mendelegasikan kewenangannya kepada

pejabat setingkat dibawahnya.

(4) Selain rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Unit Pengusul membuat 1 (satu) rangkap

rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tanpa dibubuhi paraf,

(5) rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan Unit
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Pengusul kepada Sekretaris Jenderal DPR RI untuk ditetapkan dan

ditandatangani.

Pasal 31

(1) Dalam hal Sekretaris Jenderal DPR RI memandang perlu dilakukan

penyempurnaan terhadap rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal

DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 rancangan akhir Peraturan

Sekretaris Jenderal DPR RI dikembalikan kepada Unit Pengusul untuk

dibahas kembali di bawah koordinasi biro yang mempunyai tugas di bidang

hukum dan pengaduan masyarakat.

(2) Pembahasan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Penetapan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI, Keputusan

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan Instruksi

Pasal 32

Penyusunan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI, Keputusan Kuasa Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan Instruksi diusulkan Pimpinan Unit

Pengusul sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 33

(1) Pimpinan Unit Pengusul menyampaikan rancangan Keputusan Sekretaris

Jenderal DPR RI, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang,

dan/atau Instruksi melalui nota dinas yang ditujukan kepada kepala biro

yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat untuk

dimintakan koreksi dan/atau pertimbangan hukum.

(2) Dalam hal kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan

pengaduan masyarakat memandang perlu untuk meminta penjelasan terkait

dengan rancangan Keputusan dan/atau Instruksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan
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pengaduan masyarakat dapat melakukan koordinasi dengan Pimpinan Unit

Pengusul.

(3) Rancangan Keputusan dan/atau Instruksi yang telah dikoordinasikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilakukan koreksi,

harmonisasi dan sinkronisasi oleh biro yang mempunyai tugas di bidang

hukum dan pengaduan masyarakat.

(4) Rancangan Keputusan dan/atau Instruksi hasil koreksi atau pertimbangan

hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diparaf oleh kepala

biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat

dan Pimpinan Unit Pengusul.

(5) Dalam hal kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan

pengaduan masyarakat sebagaimana dimasud pada ayat (4) berhalangan,

kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan

masyarakat dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat setingkat

dibawahnya.

(6) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibubuhkan pada setiap

lembar/halaman rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI, Kuasa

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan/atau Instruksi pada

kolom paraf yang telah ditentukan.

Pasal 34

Rancangan Penyusunan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI, Keputusan

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan/atau Instruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan kepada Sekretaris Jenderal

DPR RI oleh Pimpinan Unit Pengusul untuk ditetapkan dan ditandatangani.

Bagian Ketiga

Penyusunan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman [Memorandum of

Understanding), Peijanjian Keijasama dan/atau Perjanjian Sevva Barang Milik

Negara
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Pasal 35

Penyusunan Nota Kesepahaman {Memorandum of Understanding), Perjanjian

Keijasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara dapat diusulkan oleh

Pimpinan Unit Pengusul sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan

permohonan dari pihak lain.

Pasal 35

(1) Pimpinan Unit Pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 menga.jukan

rancangan Perjanjian dan Nota Kesepahaman [Memorandum of

Understanding) kepada kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum

dan pengaduan masyarakat untuk dimintakan koreksi dan/ atau

pertimbangan hukum.

(2) Dalam hal kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan

pengaduan masyarakat memandang perlu untuk meminta penjelasan terkait

dengan rancangan Nota Kesepahaman [Memorandum of Understanding],

Perjanjian Kerjasama dan/atau Peijanjian Sewa Barang Milik Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala biro yang mempunyai tugas di

bidang hukum dan pengaduan masyarakat dapat melakukan koordinasi

dengan Pimpinan Unit Pengusul.

(3) Rancangan Nota Kesepahaman [Memorandum of Understanding), Perjanjian

Kerjasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara yang telah

dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilakukan

koreksi dan/atau pertimbangan hukum oleh biro yang mempunyai tugas di

bidang hukum dan pengaduan masyarakat.

(4) Hasil koreksi atau pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) disampaikan kepada Pimpinan Unit Pengusul.

(5) Rancangan Nota Kesepahaman [Memorandum of Understanding), Perjanjian

Keijasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara yang telah dikoreksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibahas bersama antara biro

yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat,

Pimpinan Unit Pengusul dan pihak lain yang terkait. ^
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(6) Rancangan Nota Kesepahaman {Memorandum of Understanding), Perjanjian

Kerjasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara yang telah dibahas

bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diparaf oleh kepala biro yang

mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat, Pimpinan

Unit Pengusul dan pihak lain yang terkait.

(7) Dalam hal kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan

pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan,

kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan

masyarakat dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat setingkat

dibawahnya.

(8) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibubuhkan pada setiap

lembar/halaman rancangan Nota Kesepahaman [Memorandum of

Understanding], Perjanjian Kerjasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik

Negara.

Pasal 37

Rancangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding), Perjanjian

Keijasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 ayat (6) disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk

menandatangani sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14.

BAB VII

PENOMORAN, PENDOKUMENTASIAN. PENGABSAHAN, DAN SOSIALISASI

PRODUK HUKUM

Pasal 38

(1) Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b,

huruf c, dan huruf d, diberikan penomoran oleh biro yang mempunyai tugas

di bidang hukum dan pengaduan masyarakat melalui bagian yang

mempunyai tugas di bidang hukum. ^



- 18 -

(2) Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, huruf f, dan

huruf g dibehkan penomoran oleh unit pengusul.

Pasal 39

Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, didokumentasikan oleh

biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat

melalui bagian yang mempunyai tugas di bidang hukum dan unit pengusul.

Pasal 40

(1) Kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan

masyarakat mengabsahkan Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 huruf b dan huruf c.

(2) Pengabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dicantumkan di bawah

ruang tanda sebelah kiri bawah, yang terdiri dari "salinan sesuai dengan

aslinya" serta dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap

instansi.

Pasal 41

Produk Hukum yang telah diabsahkan oleh Kepala biro yang mempunyai tugas

di bidang hukum dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 disampaikan kepada biro yang mempunyai tugas di bidang umum

melalui melalui bagian yang mempunyai tugas di bidang tata persuratan.

Pasal 42

Sosialisasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a,

dilakukan oleh unit pengusul.
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BAB VIII

TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Pasal 43

(1) Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dilakukan dengan

berpedoman pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR

RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini.

Pasal 44

Penyusunan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI dan Keputusan Kuasa

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dilakukan sesuai dengan teknik

penyusunan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI dan Keputusan Kuasa

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dibuat dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini.

Pasal 45

Penyusunan Instruksi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Instruksi

yang dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI

ini.

Pasal 46

Penyusunan Nota Kesepahaman {Memorandum of Understanding), Peijanjian

Kerjasama, dan Perjanjian Sewa Barang Milik Negara dilakukan sesuai dengan

teknik penyusunan Nota Kesepahaman [Memorandum of Understanding) dan

Perjanjian yang dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal

DPR RI ini. j
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BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini mulai berlaku Peraturan

Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 September 2017

SEKRETARIS JENDERAL,

DmnedAchrhad , S.H., M.Hum.

ImIP. 195709111984031002



LAMPIRAN I

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN

PRODUK HUKUM SEKRETARIAT

JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI

I. KERANGKA PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

2. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan

3. Konsiderans

4. Dasar Hukum

5. Diktum

C. BATANGTUBUH

1. Ketentuan Umum

2. Materi Pokok yang diatur

3. Ketentuan Sanksi (jika diperlukan)

4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. LAMPIRAN [jika diperlukan)

II. SUSUNAN

A. Kepala

Bagian Kepala Peraturan terdiri dari:

1. Kop naskah dinas, yang berisi logo Setjen dan BK DPR RI yang

mencantumkan frasa "SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN
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KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA" yang diletakan secara simetris.

2. Judul

Judul Peraturan memuat keterangan mengenai:

a. Jenis, yaitu PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

b. Nomor, aturan pemberian nomor Peraturan adalah sebagai

berikut:

1) nomor : menggunakan angka arab berurutan

2) tahun : tahun terbit

3. Nama Peraturan

Contoh Judul Peraturan

PERATURAN

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.... TAHUN

TENTANG

4. Nama Peraturan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi

Peraturan.

5. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan

di tengah mai^in, tanpa diakhiri tanda baca.

B. Pembukaan

Pembukaan Peraturan terdiri dari hal-hal berikut:

1.Frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ditulis

seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah

margin.

2. Nama jabatan pejabat yang menetapkan Peraturan,

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
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REPUBLIK INDONESIA, ditulis seluruhnya dengan huruf

kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan

tanda koma.

3. Konsiderans diawali dengan kata "Menimbang".

a. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-

pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan

pembuatan Peraturan.

b. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran,

tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian

kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.

c. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan

dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata

"bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

4. Dasar hukum diawali dengan kata "Mengingat".

a. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan

Peraturan dan peraturan perundang-undangan yang

memerintahkan dan/atau berkaitan langsung dengan

pembuatan Peraturan.

b. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai

dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang

tingkatannya sama atau lebih tinggi.

c. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang

dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan

pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan

perundang-undangan dan jika tingkatannnya sama

disusun secara kronologis berdasarkan saat

pengundangan atau penetapannya.

d. Dasar hukum yang bukan UUD 1945 tidak perlu

mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan nama

judul peraturan perundang-undangan.

e. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan

Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran
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Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lebaran Negara

Republik Indonesia yang diletakkan di anatar tanda baca

kurung.

f. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan

perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan

tanda baca titik koma.

5. Diktum terdiri dari:

a. Diktum dimulai dengan kata "MEMUTUSKAN" ditulis

dengan huruf kapital, diiiktui dengan kata "Menetapkan" di

kiri.

b. kata "MEMUTUSKAN" yang ditulis seluruhnya dengan

huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri

dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah

margin.

c. kata "MENETAPKAN" yang dicantumkan sesudah kata

"MEMUTUSKAN" disejajarkan ke bawah dengan kata

"Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata

"Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri

dengan tanda baca titik dua.

d. Nama yang tercantum dalam judul Peraturan dicantumkan

lagi setelah kata menetapkan dan didahului dengan

pencantuman jenis Peraturan, serta ditulis seluruhnya

dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

e. Substansi kebijakan yang ditetapkan, dicantumkan setelah

kata "menetapkan" ditulis dengan huruf kapital.

C. BatangTubuh

Bagian batang tubuh Peraturan terdiri dari;

1. Semua substansi peraturan perundang-undangan yang

dirumuskan dalam pasal-pasal.

2. Substansi yang pada umumnya dikelompokan ke dalam:

a. Ketentuan Umum;
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b. Mated Pokok yang di atur;

c. Ketentuan Sanksi (jika diperlukan);

d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);

e. Ketentuan Penutup.

D. Penutup

Bagian penutup Peraturan terdiri dari;

1. tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal

penetapan Peraturan.

2. nama jabatan pejabat yang menetapkan, SEKRETARIS

JENDERAL, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri

dengan tanda baca koma.

3. tanda tangan pejabat yang menetapkan Peraturan.

4. nama lengkap pejabat yang menandatangani Peraturan, yang

ditulis dengan huruf kapital.

contoh:

Nama tempat dan tanggal penetapan peraturan

NAMA JABATAN,

Tanda Tangan

NAMA LENGKAP

SEKRETARIS JENDERAL,

Achmad Diuned, S.H.. M.Hum.^
NIP. 1957(^111984031002 '



LAMPIRAN n

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20

TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN

KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TEKNIK PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI

DAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA

BARANG

1. Kepala

Bagian kepala Keputusan terdiri dari:

1. Kop naskah dinas yang berisi logo Setjen dan BK DPR RI yang

mencantumkan frasa "SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN

KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA"

yang diletakkan secara simetris.

2. Judul Keputusan

Judul Keputusan memuat keterangan mengenai:

a. Jenis Keputusan ditulis seluruhnya huruf kapital, yaitu:

1) KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA;

2) KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA

PENGGUNA BARANG SATUAN KERJA DEWAN PADA

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA;

3) KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA

BARANG SATUAN KERJA SEKRETARIAT PADA SEKRETARIAT

JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
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b. Nomor

1) Aturan pemberian nomor pada Keputusan adalah sebagai berikut:

a) Nomor: menggunakan angka arab berurutan;

b) SEKJEN; dan

c) Tahun: tahun terbit.

2) Aturan pemberian nomor pada Keputusan Kuasa Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah sebagai berikut:

a) Nomor: menggunakan angka arab berurutan;

b) Untuk Keputusan Kuasa Penggunan Anggaran/Kuasa

Pengguna Barang:

(1) Satuan Kerja Sekretariat: KPA-SET

(2) Satuan Kerja Dewan : KPA-DEWAN

c) Tahun : tahun terbit.

3) Nama Keputusan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi

Keputusan.

4) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di

tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca.

(a) Contoh penomoran Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI:

KEPUTUSAN

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.../SEKJEN/2017

TENTANG

(b) Contoh penomoran Keputusan Kuasa Penggunan

anggaran/Kuasa Pengguna Barang



3-

- Contoh untuk Satker Sekretariat

KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA

BARANG

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA

NOMOR.... / KPA-SET/ 2017

TENTANG

- Contoh untuk Satker Dewan

KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA

BARANG

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR..../KPA-DEWAN/2017

TENTANG

5) Kata penghubung TENTANG. yang ditulis dengan huruf kapital.
6) JUDUL Keputusan, ditulis dengan huruf kapital.
7) Nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan, SEKRETARIS

JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri
dengan tanda baca koma,

8) Nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan Kuasa
Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Barang:
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(a) Untuk Satker Sekretariat:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
SATUAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN

KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri
dengan tanda baca koma.

(b) KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
SATUAN KERJA DEWAN PADA SEKRETARIAT JENDERAL

DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA, yang ditulis dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda baca koma

2. Konsiderans

Bagian konsiderans Keputusan terdiri;
1. Kata menimbang, yaitu konsiderans yang memuat

alasan / tujuan / kepentingan/ pertimbangan tentang perlunya
ditetapkan Keputusan.

2. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok
pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu
kesatuan pengertian.

3. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan
daiam satu kalimat yang diawaii dengan kata bahwa dan diakhiri
dengan tanda baca titik koma.

4. Kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang-
undangan sebagai dasar pengeluaran Keputusan.

5. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar
dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu

memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika
ditingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat
pengundangannya atau penetapannya.

6. Dasar hukum yang bukan UUD 1945 tidak perlu mencantumkan pasal,
tetapi cukup mencantumkan nama judul peraturan perundang-
undangan. ^
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7. Dasar hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan
Peraturan Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran
Negara Republik Indonesia yang diletakkan di anatara tanda baca
kurung.

8. Jika dasar hukum memuat lebih daxi satu peraturan perundang-
undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dan
seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

3. Konsiderans "Memperhatikan" dapat dicantumkan apabila diperlukan.
1. Hal-halyang harus diperhatikan/menjadi karena berkaitan iangsung

dengan Keputusan yang dibuat.

2. Jika memperhatikan memuat lebih dari satu, maka penulisannya
diawali dengan angka arab 1,2,3 dan seterusnya, dan diakhiri dengan
tanda baca titik koma.

4. Diktum

Diktum Keputusan terdiri dari:

1. Diktum dimulai dengan kata "MEMUTUSKAN" ditulis dengan huruf
kapital diikuti dengan kata "Menetapkan" di kin.

2. Kata "Memutuskan" yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital di
antara spasi dengan suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik
dua serta diletakkan di tengah margin.

3. Kata "Menetapkan" yang dicantumkan sesudah kata "Menimbang" dan
"Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf
kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

4. Nama yang tercantum dalam judul Keputusan dicantumkan lagi
setelah kata menetapkan dan didahului dengan pencantuman jenis
Keputusan, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

5. Substansi kebijakan yang ditetapkan, dicantumkan lagi setelah kata
"Menetapkan" ditulis dengan hururf kapital.
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6. Khusus untuk Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang
penetapan status pegawai ditambahkan pernyataan sebagai berikut:
a. "Salinan" menunjukkan pejabat yang berhak, menerima salinannya;
b. "Petikan" disampaikan kepada yang berkepentingan untuk

diketahui dan diperhatikan; dan

c. "Salinan" harus disahkan oleh Kepala Biro Hukum dan Pengaduan
Masyarakat, ditandatangani langsung dan tidak boleh dengan tanda
tangan cap.

d. "Petikan Keputusan" harus disahkan oleh pejabat yang berwenang
di bidang kepegawaian, ditandatangani langsung dan tidak boleh
dengan tanda tangan cap.

5. Batang tubuh

1. Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh Keputusan sama
dengan ketentuan dalam penyusunan Peraturan, tetapi substansi
Keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali
dengan bilangan bertingkat/diktum Kesatu, Kedua, Ketiga dan
seterusnya.

2. Penulisan diktum dicantumkan sejajar dibawah kata menetapkan yang
penyebutan rumusannya berdasarkan urutan angka arab, kata atau
frasa ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik
koma.

3. Dalam diktum juga dicantumkan saat berlakunya Keputusan,
perubahan, atau pencabutan.

4. Lampiran Keputusan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan.

5. Pada halaman terakhir ditandatangani oleh pejabat yang membuat
Keputusan.
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6. Penutup

Bagian penutup terdiri dari:

1. Tempat dan tanggal penetapan Keputusan.

2. Jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda baca koma.

3. Tanda tangan pejabat yang menentukan Keputusan.
4. Kama lengkap pejabat yang menandatangani Keputusan ditulis

seluruhnya dengan huruf kapital.

SEKRETARIS JENDERAL,
✓

Achmad Cluned. S.H.. M.Hum. ^

*NIP. 195709111984031002



LAMPIRAN III

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20

TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

SEKRETARIAT JENDERAL DAN

BADAN KEAHLIAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA

TEKNIK PENYUSUNAN INSTRUKSI

A. Kepala

Bagian kepala Instruksi terdiri dari:

1. Kop Naskah Dinas yang berlogo Setjen dan BK DPR RI warna emas

dan mencantumkan frasa SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN

KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

yangdiletakkan secara simetris di tengah margin.

2. Kata INSTRUKSI dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang

ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

3. NOMOR Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

Aturan pemberian nomor pada Instuksi adalah sebagai berikut:

a. Nomor: menggunakan angka arab berurutan

b. INST-SEKJEN

c. Tahun : Tahun terbit

Contoh Nomor Instruksi

NOMOR.../INST-SEKJEN/...

4. TENTANG

a. Kata TENTANG, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

b. Judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
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c. Nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang ditulis
dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma secara
simetris.

Contoh judul instruksi

INSTRUKSI

SEKRETARIS JENDERAL

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR..7INST-SEKJEN/2OI7

TENTANG

B. Konsiderans

Bagian konsiderans terdiri dari:

1. Kata Menimbang, yang memuatlatar belakang penetapan Instruksi.
2. Kata Mengingat, yang memuat dasar hukum sebagai landasan

penetapan Instruksi.

C. Batang Tubuh

Bagian Instruksi memuat substansi Instruksi.
D. Penutup

Bagian penutup Instruksi terdiri dari:

1.Tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal penetapan
Instruksi.

2. Nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf
kapital, dan diakhiri dengan tanda koma.

3. Tanda tangan pejabat yang menetapkan Instruksi.
4. Nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf

kapital, dapat dicantumkan gelar, dan Nomor Induk Pegawai (NIP)
pejabat tersebut.

SEKRETARIS JENDERAL,

Achm^d Ined. S.H,. M.Hum. ^
I m/

^IP. 195709111984031002



LAMPIRAN IV

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA NOMOR20TAHUN

2017 TENTANG PEDOMAN

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN

KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

1. TEKNIK PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN {MEMORANDUM of
UNDERSTANDING)

1) Kepala

Bagian kepala terdiri dari:

a) Logo Setjen dan BK DPR RI diletakan di sebelah kiri Kop Nota
Kesepahaman sebagai Pihak Pertama, dan logo Pihak Lain yajig akan
membuat kesepahaman di sebelah kanan Kop Nota Kesepahaman
sebagai Pihak Kedua.

b) Nama pihak yang mengadakan Nota Kesepahaman.
c) Judul Nota Kesepahaman.

d) Nomor Pihak Pertama dan Nomor Pihak Kedua.
2) Pembukaan

Pembukaan terdiri dari:

a) Pemyataan hari, tanggal, dan tempat penandatangan.
b) Identitas para pihak sebagai pihak yang terkait oleh Nota

Kesepahaman.

c) Keinginan para pihak.

d) Pengakuan para pihak terhadap Nota Kesepahaman tersebut,
e) Acuan terhadap ketentuan yang berlaku (jika diperlukan).
1) Kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang tertuang

dalam pasal. if/
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3) BatangTubuh

Bagian batang tubuh Nota Kesepahaman memuat materi Nota
Kesepahaman, yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal, paling sedikit
meliputi:

a) Tujuan;

b) Lingkup Nota Kesepahaman;

c) Pihak-pihak yang melaksanakan Nota Kesepahaman;
d) Pelaksanaan Nota Kesepahaman;

e) Pengaturan pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepahaman (jika
diperlukan); dan

f) Masa berlaku Nota Kesepahaman.

4) Penutup

Bagian penutup Nota Kesepahaman terdiri dari nama penanda tangan para
pihak yang mengadakan Nota Kesepahaman, jika dipandang periu
ditandatangani para saksi, dan dibubuhi materai sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

2. TEKNIK PENYUSUNAN PERJANJIAN

1) Kepala
Bagian kepala terdiri dari:

a) Logo Setjen dan BK DPR RI diletakan di sebelah kiri Kop Perjanjian
sebagai pihak pertama, dan logo instansi dan/atau sejenisnya yang
akan bekerjasama di sebelah kanan Kop perjanjian Kerjasama
sebagai pihak kedua.

b) Nama pihak yang mengadakan Perjanjian.
c) Judul Peijanjian.

d) Nomor Pihak Pertama dan Nomor Pihak Kedua.

2) Pembukaan
Pembukaan terdiri dari:

a) Pernyataan hari, tanggal, dan tempat penandatangan;
b) Identitas para pihak;

c) Penjelasan para pihak terhadap Perjanjian;
d) Keinginan para pihak;
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e) Penjelasan para pihak terhadap Perjanjian;
f) Acuan terhadap ketentuan yang berlaku (jika diperlukan);
g) Kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang tertuang

daiam pasal-pasal

3) BatangTubuh

Bagian batang tubuh Perjanjian memuat materi perjanjian, yang
dituangkan dalam bentuk pasal-pasal;
Bagian batang tubuh terdiri dari:

a) Objek Perjanjian;

b) Maksud dan Tujuan Perjanjian;
c) Ruang Lingkup Perjanjian;

d) Pengaturan pembiayaan pelaksanaan Perjanjian diperlukan);
e) Hak dan kewajiban Para Pihak;
f) Pelaksanaan Perjanjian;

g) Sanksi [jika diperlukan)

h) Jangka Waktu Perjanjian;

i) Berakhirnya Perjanjian;

j) Force Majeur/keadaan memaksa;

k) Addendum;

I) Penyelesaian perselisihan;

m) Ketentuan Iain-lain;

n) Ketentuan Penutup.

4) Penutup

Bagian penutup Perjanjian terdiri dari nama penanda tangan para pihak
yang mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dipandang perlu),
dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS JENDERAL,

L

Achnmd Pi -ined. S.H., M.Hum.^
<^NIP. 195709111984031002
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Catatan Singkat Rapat

XX



CATATAN SINGKAT

RAPAT MENGENAI PENYUSUNAN MOU (PERJANJIAN KERJASAMA)

Hari/Tanggal : Jumat, 13 September 2019

Pukul : 15.00-16.00 WIB

Hadir : Creator Management Baca Berita, Junior Business
Development Baca Berita, Media Relations Baca

Berita

Catatan

1. Pihak Baca Berita (BaBe) menyetujui jika bentuk MoU yang sudah
diberikan akan dibentuk berdasarkan ketentuan yang terdapat

dalam Persekjen DPR Rl No. 20 Tahun 2017

2. Penyusunan draf akan dilakukan oieh piliak DPR Rl karena terlebih
daliulu memerlukakan ACC dari Bagian Hukum.

3. Konten untuk Perjanjian Kerja Sama diambil dari MoU yang tetah
diajukan oleh Pihak BaBe, dengan perubahan seperlunya.

4. Rapat diakhiri pukul 16.00 WIB

XXI
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Perjanjian Penerbit BaBe / BaBe Publisher's Agreement

Entitas BaBe

/BaBe Entity

Nama perseroan
/Company name

PT MP Games

Struktur hukum
/Legal structure

Korporasi / Corporations

Nomor terdaftar

/Registered
number

2040/24.3PT.1/31.74/-1.824.27/2016

Alamat perseroan
/Company
address

Perkantoran Gandaria 8 Lt. 22 Unit C, Jalan
Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Diwakili oleh

/Represented by
Liew Weihan

(Selanjutnya disebut "BaBe") /(Hereinafter referred as 'BaBe')

Entitas

Mitra/Partner

Entity

Nama perseroan
/Company name
Struktur hukum

/Leqal structure

Nomor terdaftar

/Registered
number

Alamat perseroan
/Company
address

Diwakili oleh

/Represented by
(Selanjutnya disebut 'Mitraf) / (Hereinafter refen-ed as the "Partnef)

Tanggal Efektif
/Effective Date

Tanggal Bulan, Tahun (ill i/BB/HH) / Month Day, Year
(YYYY/MM/DD)

Jang)<a Wai^tu
/Duration

[1] tahun sejak Tanggal Efektif, yang dengan sendirinya akan
diperpanjang untuk jangka waktu [1] tahun setelah berakhimya
setiap jangka waktu, kecuali apabila diakhiri lebih awal oleh salah
satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih
dahulu dalam waktu 3 (tiga) bulan kepada Pihak lainnya sebelum
berakhimya setiap jangka waktu.
/

[1] year(s) from the Effective Date, which will be automatically
renewed for [1] years upon the expiration of each term, unless early
terminated by either Party with three (3) months' prior written notice
to the other Party before the expiration of each tenm.

Pemberitahuan-

pemberitahuan
/Notifications

Mitra / The Partner

Alamat Pos Surat

/Postal Address

Alamat email

/Email address

Nomor telepon
/Phone number

Nama manajer
/Name of

manager

BaBe

Alamat Pos Surat

/Postal Address

Perkantoran Gandaria 8 Lt. 22 Unit C, Jalan
Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
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Perjanjian Penerbit BaBe / BaBe Publisher's Agreement

Alamat email

/Email address

partnership@babe.co.id

Nomor telepon
/Phone number

(021)30020207

Nama manajer
/Name of

manaaer

Shelly Tantri

Aplikasi-aplikasi
/Applications

> Semua Aplikasi yang dipublikasikan oleh BaBe (termasuk
namun tidak terbatas pada aplikasi BaBe, dan Aplikasi-aplikasi
apapun di masa akan datang yang dapat diluncurkan oleh
BaBe).

/

> All Applications published by BaBe {including but not limited to
the BaBe app, and any future Applications that may be
launched bv BaBe).

Pembayaran-
pembayaran
/Payments

Bank/Bank

Nomor Rekening
/Account number

IBAN/IBAN

Kode SWIFT

/SWIFT Code

Konten /Content

Uraian Konten, termasuk daftar pubUkasi, format(-format)
pengiriman dan mekanisme(-mekanisme), volume dan frekuensi
pengiriman:

Mohon sebutkan semua properti/merek yang tercantum dalam
perjanjian ini.

/

Description of Content, including list of publication, delivery
format(s) and mectianism(s), volume and frequency of delivery:

Please list all properties/brands included in the agreement
Pendapatan
/Revenue

Tidak satu pun pihak yang wajib membayar kepada pihak lainnya
biaya-biaya apapun sebagai akibat dari Perjanjian ini. Baik BaBe
maupun Mitra tidak akan berbagi pendapatan apapun yang
dihasilkan oleh model-model bisnis dari masing-masing pihak
dengan pihak lainnya, dan tidak satu pun pihak yang berhak atas
pendapatan pihak lainnya.

/

Neither Party shall be obligated to pay the other Party any fees as a
result of this Agreement. Neither BaBe nor Partner shall share any
revenue generated by their respective business models with the
other party, and neither party has any right to the other party's
revenue.

Syarat-syarat
dan Ketentuan-

ketentuan

Umum /General

terms and

conditions

iVlohon mengacu pada Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan
sebagaimana tedampir pada Perjanjian ini.

/

Please refer to the Terms and Conditions attached hereto.
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Perjanjian Penerbit BaBe / BaBe Publisher's Agreement

Bahasa-bahasa

dan wilayah-
wilayah
/Languages and
territories

Bahasa-bahasa

yang tersedia
dalam Konten

/Languages
supplied in
Content

Wilayah-wilayah
yang tercakup
layanan/Territorie
s covered

Hukum &

Yurisdiksi Yang
Mengatur
/Governing Law
& Jurisdiction

Governing Law /
Hukum Yang
Mengatur

Hukum Indonesia / Laws of Indonesia

Yursdiksi Yang
Mengatur /
Governing
Jurisdiction

Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI")

Ditandatangani di/Signed In: [Jakarta]
Dalam dua (2) lembar salinan asll/ln two (2) originals copies

Mitra I The Partner

Oleh / By :
Jabatan / Title :

Tanggal / Date :
Tanda tangan / Signature

PT MP Games

Oleh / By ; Liew Weihan
Jabatan / Title : Direktur/Director

Tanggal / Date:
Tanda tangan / Signature :
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Perjanjian Penerbit BaBe / BaBe Publisher's Agreement

1. Definisi-definisi 1. Definitions

1.1. "Afiliasi" mengacu pada. sehubungan dengan setiap entitas,
setiap entitas lain yang dari waktu ke waktu, balk secara
langsung ataupun tidak langsung, melalui satu atau lebih
perantara, mengendalikan, dikendalikan oleh atau di bawah
pengendalian yang sama dengan, entitas yang pertama
tersebut.

1.1. "Affiliate" refers to, with respecS to any enUty, any oUner
entity that from time to time directly or indirectly, through one
or more intermediaries, controls, is controlled by or is under
common control with, such first entity.

1.2. "Peijaniian" mengacu pada peijanjian yang ada saat ini,
termasuk Kerangka Acuan, Syarat-syarat dan Ketentuan-
ketentuan, Lampiran-lampirannya dan adendum-adendumnya.

1.2. "Agreement" refers to tfie present contract, including the
Termsheet. the Temis and Conditions, its Appendices and
any addenda.

1.3. "Aplikasi" berarti perangkat-perangkat lunak, program-
program, perlengkapan pengembangan perangkat lunak dan
laman-laman web yang dirancang dan dikembangkan untuk
menyedtakan aplikasi untuk dan mengelola Konten yang
terdapat dalam Layanan.

1.3. "Application" means the software, programs, software
development kits and web pages designed and developed to
host and manage the Content contained within the Service.

1.4. "Artikel" mengacu pada aset-aset teks, gambar, dan video
yang secara kolektif menjpakan suatu artikel berita yang
terpisah dalam Konten.

1.4. "Article" refers to the text, image and video assets that
collectively form a discrete news story within the Content.

1.5. "Konten" berarti konten, data terkait, dan materi-materi yang
diberikan lisensi dan disediakan oleh Mitra berdasarkan
Peijanjian ini, yang secara khusus dijelaskan dalam Kerangka
Aojan.

1.5. "Content" means the content, associated data and
materials licensed and supplied by the Parser under this
Agreement more particularly described in Termsheet.

1.6. "Data" berarti seluruh informasi yang terkait dengan konten,
termasuk angka-angka, kata-kata, gambar-gambar dan simboi-
simbol untuk membuat penerima konten dapat memberikan
referensi, menauti<an, menandai, menyimpan, mengelola dan
menampilkan konten dan artikel-artikel dalam Layanan kepada
pengguna akhir.

1.6. "Data" means all information associated with the content

including numbers, words, images and symbols to enable
the recipient of the content to reference, link, tag, store,
manage and display the content and articles within the
Service to the end user.

1.7. "Pengguna Akhir" mengacu pada seseorang yang mengakses
Konten yang ditampilkan dalam Layanan.

1.7. "End User" refers to a person accessing the Content
displayed v/ithin the Service.

1.8. "Perlstiwa Keadaan Kahar" mengacu pada suatu peristiwa
yang tidak dapat diperkirakan atau peristiwa yang, mesklpun
dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari dan tidak dapat
dikendalikan, termasuk, namun tidak terbatas pada, perang,
kerusuhan, aksi mogok karyawan, penutupan sementara
penjsahaan, wabah penyakit, kebakaran, angin topan, gempa
bumi dan bencana nukiir.

1.8. "Force Majeure Event" refers to an unforeseeable event or
event that, although foreseeable, is unavoidable and
impossible to control, including, without limitation, war, riot,
strike, lockouts, epidemics, fires, typhoons, earthquakes and
nuclear disasters.

1.9. "Hak Kekayaan Intelektual" berarti selumh hak kekayaan
intelektual dan industrial dalam bentuk apapun yang berlaku di
seluruh dunia, termasuk hak cipta, merek dagang dan merek
jasa (baik terdaftar ataupun tidak terdaftar) dan setiap
penggunaan atasnya, hak-hak paten, permohonan-
permohonan hak paten dan hak-hak apapun atas penemuan-
penemuan, hak-hak utilitas, hak-hak basis data, hak-hak desain
terdaftar, hak-hak desain tidak terdaftar, informasi rahasia,
rahasia dagang, nama dagang dan nama usaha, nama-nama
domain, logo-logo dan perangkat-perangkat serta pengetahuan.

1.9. "Intellectual Property Rights" means all intellectual and
industrial property rights of whatsoever nature woridwide
including copyright, trade and service marks (whether
registered or unregistered) and any applications thereof,
patents, patent applications and any rights to inventions,
utility rights, database rights, registered design rights,
unregistered design rights, confidential infonnation, trade
secrets, trade and business names, domain names, logos
and devices and know-how.

1.10. "Layanan" berarti komponen-komponen yang memungkinkan
Pengguna Akhir untuk mengakses Konten yang ditampilkan.
Komponen-komponen ini adalah:

1.10. "Service" means the components enabling the End User to
access the Content displayed. These components are:

Aplikasi-aplikasi sebagaimana tercantum dalam
Kerangka Acuan,

/ the Applications as listed in ^e Termsheet,

/ pengelolaan hubungan dengan Pengguna Akhir, V management of the relation with the End User,

/ gudang data. / the data warehouse,

/ antarmuka-antarmuka dan koneksi-koneksi antara

server-server 8aBe dan umpan Konten dari Para Mitra,
/ the interfaces and connections betiveen the servers

of BaBe and the Content feeds of the Partners,

✓ integrasi antara semua gambar. teks dan video serta
informasi termasuk seluruh aset promosi dan jaminan
terkait vanq diperlukan untuk memasarkan dan

^ the integration of all images, text and video and
information including all related promotional assets
and collateral required to mari<et and monetise the
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memonetisasi Layanan. Service.

1.11. "Proyek White Labef mengacu pada semua proyek atau yang
memungkinkan BaBe untuk menyediakan Layanan melalui
aplikasi-aplikasi yang dikembangkan dan/atau dipublikasikan
oleh suatu pihak ketiga atas namanya sendiri. Proyek-proyek
harus diselaraskan dengan ruang fingkup dan prinsip-prinsip
dagang dari Perjanjian ini.

1.11. "White Label Project" refers to all projects or that allow BaBe
to provide the Service through applications developed and/or
published by a third party in their own name. Projects shall be
aligned to the scope and commercial principles of this present
Agreement.

2. Tujuan kontrak 2. Puipose of the contract

Ultra berjanji untuk menyediakan kepada BaBe (sebagaimana
konteksnya) Konten dalam fonnat dan bahasa-bahasa serta untuk
jangka waktu, wiiayah-wilayah dan Aplikasi-aplikasi sebagaimana
dideflnisikan dalam Kerangka Acuan.

The Partner undertakes to provide to BaBe (as the case may be)
the Content in the format and languages and for the duration,
territories and Applications as defined in the Tennsheet.

Mitra memberikan suatu lisensi kepada BaBe berdasarkan mana
BaBe berwenang untuk:

The Partner grants BaBe a license whereby the latter is
authorised to:

mengumpulkan Konten yang disediakan oleh Mitra, '/ collect the Content provided by the Partner,

/ menggunakan Konten agar Konten dapat ditandai dan
dikelompokkan sesuai dengan pilihan-prlihan dan preferensi-
preferensi Pengguna Akhir.

/ make use of the Content to enable it to be tagged ar^j
classified according to the choices and preferences of the
End User.

/ memelihara basis-basis data, temiasuk Data dari Mitra dan
Data dari para mitra lainnya, sesuai dengan pilihan-pilihan dan
preferensi-preferensi dari setiap Pengguna Akhir,

/ maintain databases including the Data from the Partner and
Data from other parfriers, according to the choices and
preferences of each End User,

V menyediakan bagi Para Pengguna Akhir, dengan cara apapun
yang dipilihnya dan dengan tingkat frekuensi yang dipilihnya,
daftar Konten editorial dari Mitra dan para mitra lainnya, sesuai
dengan pilihan-pilihan dan preferensi-preferensi setiap
Pengguna Akhir,

V supply to End Users, by any means of its choice and as
often as it chooses, a list of editorial Content from the
Partner and other partners, according to the choices and
preferences of each End User,

V mempunyai tanggung jawab penuh dalam mengkompilasi dan
memelihara basis data yang bensi Data,

V have the sole responsibility for compiling and maintaining the
database containing the Data,

v' memodifikasi dan/atau menampiikan Konten dalam t)entuk
yang ditranskodekan jika Konten memuat iklan atau sponsor-
sponsor apapun,

^ modify and/or display the Content in a transcoded form if the
Content incorporates any advertising or sponsorships,

/ mengakses sistem publikasi Mitra dan menerima setiap
ketentuan teknis sehingga BaBe dapat secara langsung
menambah jumlah kunjungan (traffic) kepada situs web Mitra.

•/ access the Partner's publishing system and accept any
technical requirements in order for BaBe to attribute trafHc
directly to the Partner's website.

BaBe berjanji untuk: BaBe undertakes to:

/ menerapkan, sesuai dengan Kerangka Acuan, koneksi-koneksi
dan antarmuka-antarmuka antara ser/er-server BaBe dan

umpan-umpan Konten yang disediakan oleh Mitra,

/ implement, in accordance with the Termsheet, the
connections and interfaces between servers of BaBe and the
Content feeds provided by the Partner.

v" mengelola dan memelihara Layanan, / manage and maintain the Service,

/ menampiikan logo Mitra pada tampilan tayar penuh dari Konten
(tidak termasuk konten iklan) pada tampilan asli BaBe, dan
Lokator Sumber Seragam (URL) pada lokasi asli Konten di situs
web Mitra jika berlaku,

v' display the Partner's logo on the full-screen views of Uie
Content (excluding advertising content) in BaBe native
display, and the URL to the original location of the Content
on the Partner's site where applicable,

/ memberikan Mitra akses ke dashboard yang berisi informasi
tentang penggunaan dan monetisasi Data miliknya,

/ provide the Partner access to a dashboard containing
infonnation on Uie use and monetisation of its Data,

V menambah jumlah kunjungan ke platform analrtik milik Mitra,
dan

v' attribute traffic to the Partner's analytics platform, and

/ menonaktifkan segala bentuk iklan pada segala materi yang
secara langsung bersumber dari Konten. Untuk menghindari
keragu-raguan janji BaBe ini tidak beriaku untuk materi yang
bersumber dari pil^ak-pihak lain yang memuat bagian apapun
dari Konten (contohnya, apabila ada bagian dari Konten yang
ditampilkan oleh sumber lain dimana sumber ini bekeija sama
dengan BaBe dan BaBe menampiikan bagian dari Konten ini di
platform BaBe).

/ deactivate all forms of advertisements in all materials directly
originated from the Contents. For the avoidance of doubt,
this BaBe's undertaking does not apply to materials
originated from other parties who adopt any part of the
Contents (for example, if any part of Content adoped by
another source and this source has a cooperation with BaBe
and BaBe displays on BaBe platform tfie Content from this
source), and

3. Dampak-dampak pengakhiran 3. Consequences of termination

Paling lambat 7 hari setelah berakhimya Perjanjian, seluruh Konten dan
data yang dikirimkan oleh Mitra hanjs dihapus dari basis-basis data
BaBe Qika berlaku) dan tidak lagi dapat diakses oleh Para Pengguna
Akhir. Pengakhiran atau berakhimya Perjanjian ini tidak akan
menghapuskan hak BaBe untuk menggunakan Konten, yang telah
disetujui sebelum tanggal pengakhiran atau berakhimya jangka waktu
Perjanjian.

No later than 7 days after the end of the Agreement, all frie Content
and data transmitted by the Partner shall be removed from the
databases of BaBe (if applicable) and shall no longer be accessible
by End Users. Termination or expiration of the Agreement shall not
extinguish any of BaBe's right to use the Content, which has been
authorized before the date of termination or expiration.

4. Ketentuan-ketentuan keuangan 4. Financial teims
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Pengiriman Konten oleh Mitra serta pengolahan dan pengirimannya
oleh BaBe kepada Para Pengguna Akhir melalui Aplikasi-aplikasi tidak
akan menimbulkan pembayaran apapun antara Para Pihak
berdasarkan Perjanjian ini.

The transmission of the Content by the Partner and its processing
and transmission by BaBe to End Users via the Applications shall not
give rise to any payment between the Parties under this Agreement.

Setiap pihak harus bertanggung jawab atas seluruh pajak dan
pengeluarannya sendiri sesuai dengan peraturan peaindang-undangan
yang berlaku. BaBe akan meiakukan pembayaran kepada Mitra
dengan jumlah yang belum dibayarkan dikurangi pemotongan pajak
yang berlaku dan akan meiaporkan kepada otoritas petpajakan terkait
atas pemotongan pajak tersebut dan memberikan bukti potong pajak
terkait kepada Mitra. Jika Mitra yakin ia memenuhi syarat untuk
memperoleh manfaat tarif pajak berdasarkan perjanjian penghindaran
pajak berganda (tax-treaty), maka Mitra haais memberikan bukti yang
cukup dan wajar kepada BaBe sebeium dilakukan pembayaran apapun.

Each party shall be liable for all Its own taxes and expenses in
accordance with appiicabie laws and regulations. BaBe shall make
payment to the Partner of the amount owing less a deduction for
applicable withholding tax and shall account to the relevant taxation
authority for the appropriate withholding tax and provide relevant tax
receipt to the Partner. If the Partner believes it qualifies for tax-treaty
beneficial tax rate, the Partner shall provide sufficient and
reasonable evidence to BaBe before any payments are made.

5. Kekayaan Intelektual dan Jaminan-jaminan 5. Intellectual Property and Guarantees

5.1, Kekayaan Intelektual 5.1. Intellectual Property

Kecuall apabila secara tegas diatur lain dalam Petjanjian ini, tidak ada
hal apapun dalam Perjanjian int yang mempunyai dampak tertiadap
pemberian atau penyerahan kepada saiah satu Pihak Mak-hak
Kekayaan Intelektual apapun, atau setiap hak, kepemilikan dan
kepentingan, atas atau terhadap informasi, data atau materi apapun
yang diberikan oleh saiah satu Pihak kepada Pihak lainnya untuk
digunakan oleh Pihak lainnya tersebut dalam melaksanakan kewajiban-
kewajibannya atau melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian
ini (termasuk setiap Hak Kekayaan Intelektual yang boleh digunakan
berdasarkan Perjanjian ini), atau setiap ide, strategi, konsep atau
kebijakan yang dimiliki, dirancang, dikembangkan atau dibuat oleh
saiah satu Pihak, balk sebeium ataupun selama pelaksanaan Perjanjian
ini atau secara lain, atau setiap karya yang dirancang, dikembangkan
atau dibuat oleh saiah satu Pihak. Khususnya dan meskipun terdapat
hal yang bertentangan dalam Perjanjian ini, seluoih Hak Kekayaan
Intelektual yang dibuat oleh BaBe, Afiliasi-afiliasinya, karyawan-
karyawannya, agen-agennya atau sub-kontraktomya yang terkait
dengan pemasaran dan penyediaan Layanan berdasarkan Perjanjian
ini merupakan dan akan tetap menjadi (sebagaimana di antara Para
Pihak) milik BaBe dan Afiliasi-afiliasinya (sebagaimana konteksnya
berlaku), dan BaBe serta Afiliasi-afiliasinya (sebagaimana konteksnya
berlaku) akan memiliki dan mengendalikan semua hak, kepentingan
dan kepemilikan (tennasuk hak-hak cipta, merek-merek dagang, hak-
hak paten, merek-merek jasa, dan seluruh hak kepemilikan lainnya)
atas properti tersebut.

Except as otherwise expressly provided herein, nothing in this
Agreement shall have the effect of granting to or vesting in ei^er
Party any Intellectual Property Rights, or any other right, title or
interest, in or to any information, data or materials provided by either
Party to the other Party for use by that other Party in performing its
obligations or exercising its rights under this Agreement (including
any Intellectual Property Rights pemnitted to be used hereunder). or
any ideas, strategies, concepts or policies belonging to, devised,
developed or created by either Party, whether before or in the course
of performance of this Agreement or otherwise, or any work devised,
developed or created by either Party. In pariiicular and
notwithstanding anything to the contrary herein, all Intellectual
Property Rights created by BaBe, its Affiliates, employees, agents or
sub-contractors in connection with marketing and provision of the
Services hereunder is and will remain (as between the Parties) the
property of BaBe and its Affiliates (as the case may be), and BaBe
and its Affiliates (as the case may be) will own and control all right,
interest and title (including copyrights, trademarks, patents, service
marks and all otfier proprietary rights) with respect to such property.

5.2. Jaminan-jaminan 5.2. Guarantees

BaBe menjamin bahwa Mitra akan memperoleh manfaat dari
penggunaan Layanan tanpa gangguan dan semua peningkatannya.

BaBe guarantees that Qie Partner shall benefit from undisturbed use
of the Service and of all its upgrades.

Mitra menjamin. bahwa BaBe (sebagaimana konteksnya berlaku) akan
memperoleh manfaat dari penggunaan Konten tanpa gangguan dan
data yang diberikan oleh Mitra kepada BaBe (sebagaimana konteksnya
berlaku) dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.

The Partner guarantees, that BaBe (as the case may be) shall
benefit from undisturbed use of the Content and data it supplies to
BaBe (as the case may be) within the framework of the execution of
this Agreement.

Setiap Pihak menjamin, atas namanya sendiri, bahwa tidak ada unsur
apapun yang terdapat pada Layanan atau dalam Konten atau data yang
dikirim yang merupakan pelanggaran terhadap Hak-hak Kekayaan
Intelektual milik pihak ketiga manapun. atau persaingan tidak sehat
atau pembonceng gratis tanpa bayar (penumpang gelap), atau
pelanggaran terhadap hak-hak pihak ketiga.

Each Party guarantees, in its own name, that none of the elements
comprised in the Service or in the Content or data transmitted
constitutes a breach of Intellectual Property Rights belonging to any
third parties, nor unfair competition or free-riding, or a breach of any
third-party rights.

Mitra menjamin bahwa Konten dan data yang dikirim adalah sah
berdasarion peraturan perundang-undangan yang beriaku. Meskipun
daftar berikut ini masih belum lengkap, Mitra berjanji dan menjamin
kepada BaBe khususnya bahwa ia tidak akan dan tidak boleh
mempublikasfkan kata-kata atau Konten-konten apapun yang:

The Partner guarantees that the Content and data transmitted is not
illegal under the legislation and regulations in force. Without the
following list being in any way exhaustive, the Partner undertakes
and guarantees to BaBe in particular that It v/ill not and shall not
publish any words or Contents that:

a) bersifat kasar. berisi kebohongan, menyebarkan fitnah atau
menimbulkan prasangka dengan cara apapun terhadap nama
baik atau reputasi pihak ketiga manapun;

a) are abusive, libellous, slanderous or of prejudice in any way
to the honour or reputation of any third party;

b) bersifat rasis, terkait xenofobia. revisionis, cabul, pomografi,
terkait pedofilia, menghina atau dengan cara apapun
bertentangan dengan standar-standar yang diterima;

b) are racist, xenophobic, revisionist, obscene, pomographic,
paedophile, offensive or in any way contrary to accepted
standards;

c) dengan cara apapun melanggar hak-hak setiap orang, dan
terutama hak ates privasi. publisitas, nama, martabat manusia,
atau perlindungan terhadap anak-anak dan remaja;

c) breach in any way the rights of anyone, and notably the right
to privacy, of publicity, to a name, to human dignity, or the
protection of children and teenagers;

d) mengungkapkan data pribadi tanpa persetujuan dari orang
yang bersangkutan;

d) disclose personal data without the agreement of the person
in question;
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e) menghasut orang untuk melakukan tindakan diskriminasi,
kebencian, kekerasan, melakukan kejahatan atau pelanggaran
ataii untuk mengkonsumsi obat-obatan teiiarang.

Tiap-tiap Piliak berjanji untuk memberikan indemnitas dan
membebaskan Pihak lainnya dari setiap kenjgian, tuntutan, ganti njgi,
atau kewajiban apapun, terutama yang mungkin timbul dari atau
sehubungan dengan pelanggaran teriiadap salah satu dari jaminan-
jaminan dan janji-janji tersebut di atas.

Para mitra menjamin bahwa akan mengikuti sepenuhnya pedoman
masyarakat yang digunakan oleh BaBe (yang bias ditemukan pada
tautan berikut: httpV/babe co id/guidelines) yang dimana akan
diperbahami pada waktu ke waktu.

6. Tiada Pengungkapan

6.1. Semua informasi dalam sifet atau bentuk apapun (temtama
yang terkait teknis, hukum, keuangan, pemasaran atau
administrasi) yang diberikan oleh salah satu Pihak, dan juga
Peijanjian dan setiap negosiasi yang beri<aitan dengan
informasi tersebut, harus tetap dijaga kerahasiaannya secara
ketat antara Para Pihak, disepakati bahwa tiap-tiap Pihak
bebas untuk mengungkap informasi apapun yang dianggapnya
periu (i) kepada para penasihat dan ahli profesionalnya,
sepanjang mereka terikat oleh kewajiban menjaga kerahasiaan
yang sama berdasarkan kode etiknya, (ii) kepada para
pemegang sahamnya, karyawannya atau kepada para
pemegang saham dan karyawan dari Kelompok dari Mitra,
misalnya para karyawan yang merupakan bagian dari tim yang
khusus dibentuk untuk pelaksanaan kemitraan, antara lain, (Hi)
kepada para sub-kontraktor atau kontraktor bersama BaBe atau
Mitra, sepanjang sangat diperiukan untuk pembuatan dan
penandatanganan Perjanjian, dan dengan syarat diperoiehnya
persetujuan dari Pihak lainnya dan setelah penandatanganan
peijanjian kerahasiaan yang mencakup sekurang-kurangnya
ketentuan-ketentuan dari Pasal ini, dan (iv) berdasarkan
putusan pengadilan, atau prosedur pemeriksaan dalam rangka
proses pengadilan, arbitrase atau administratif, atau sepanjang
disyaratkan menuoit hukum atau peraturan yang berlaku di
mana pengungkapan tersebut dilakukan kepada suatu lembaga
pemerintah, dan Pihak tersebut harus menggunakan segala
upaya yang wajar untuk memperoleh periakuan kerahasiaan
tertiadap informasi rahasia yang diungkapkan tersebut, atau
sepanjang disyaratkan berdasarkan peraturan-peraturan bursa
efek apapun.

6.2. Para Pihak akan terikat oleh kewajiban menjaga kerahasiaan
tni selama jangka waktu Perjanjian dan selama 2 (dua) tahun
setelah pengakhiran Perjanjian dengan alasan apapun.

6.3. Oleh karena itu, tiap-tiap Pihak berjanji untuk tidak
menggunakan, baik secara langsung ataupun tidak langsung,
setiap informasi dalam bentuk apapun yang diberikan oleh
Pihak lainnya dalam rangka Perjanjian ini untuk tujuan-tujuan
apapun selain pelaksanaan kemitraan.

6A Unsur-unsur apapun dari informasi, dokumen-dokumen dan
pengetahuan tersebut tidak akan dianggap sebagai rahasia
jika:

informasi, dokumen dan pengetahuan tersebut telah
berada dalam domain publik pada saat pengungkapan,
atau masuk ke dalam domain publik tanpa adanya
pelanggaran terhadap perjanjian.

Pihak yang menerima informasi, dokumen dan
pengetahuan tersebut dapat membuktikan bahvtra hal-
hal tersebut telah dimiliki olehnya sebelum tanggal
efektif perjanjian.

informasi, dokumen dan pengetahuan tersebut telah
diungkapkan oleh suatu Pihak dengan persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

informasi, dokumen dan pengetahuan tersebut
merupakan liasil dari pengembangan internal yang
dilakukan oleh suatu Pihak tanpa menggunakan
informasi apapun yang bersifat rahasia berdasarkan
ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.

informasi, dokumen dan pengetahuan tersebut
disampaikan kepada suatu Pihak penerima atau

e) incite people to discrimination, hatred, violence, to commit a
crime or offence or to consume illegal substances.

Each Party undertakes to indemnify and hold hamnless the oUier
Party for any losses, daims, damages, or liabilifces, in particular, that
might result from or in relation to the breach of any of the above
guarantees and undertakings.

The Partner guarantees that it will abide strictly and at all times with
BaBe's Community Guidelines (found here at this link:
http //babe.CO.id/guidelines^ whidi shall be updated from time to
time.

6. Non Disclosure

6.1. All information of any nature or form whatsoever (in
particular technical, legal, financial, marketing or
administrative) supplied by one of the PariJes. and also the
Agreement and any negotiation relating to it, shall remain
strictly confidential between the Parties, it being agreed that
each of the Parties shall be free to disclose any information it
deems necessary (i) to its professional advisers and experts,
insofar as they are bound by a similar obligation of
confidentiality on the grounds of their ethical rules, (ii) to its
shareholders, employees or to those of the Group of the
Partner, such as employees belonging to the team dedicated
to the performance of the partnership, for instance, (iii) to the
subcontractors or co-contractors of BaBe or of the Partner,
insofar as strictly necessary tbr the preparation and
execution of the Agreement, and subject to the consent of
the other Party and after signature of a nondisclosure
agreement containing as a minimum tiie terms of the present
Arijcle, and (iv) by virtue of a judicial decision, or of an
investigation procedure within the framework of judicial,
arbib'ation or administrative proceedings, or to the extent
required by applicable law or regulation so long as, where
such disclosure is to a government entity, and such Party
shall use all reasonable efforts to obtain confidential

treatment of the confidential information so disclosed, or to
the extent required by the rules of any stock exchange.

6.2. The Parties will be bound by this obligation of confidentiality
throughout the tenn of the Agreement and for two (2) years
following termination on any grounds whatsoever.

6.3. Consequently, each of the Parties undertakes not to use,
either directiy or indirectly, any information of any kind
supplied by the other Party within the framework of the
present Agreement for any purposes other than the
implementation of the partnership.

6.4. Any elements of the said infomnation, doojments and know-
how will not be considered as being confidential if

they were in the public domain at the time of their
disclosure, or entered into the public domain without
there being any breach of the present agreement.

the Party that received them can prove that they
were in its possession prior to the effective date of
the present agreement.

they were disclosed by a Party with the prior, written
agreement of the other Party,

they are the result of internal development
conducted by a Party without using any information
that is confidential under the terms of the present
Agreement,

they are communicated to a receiving Party or to its
personnel by third parties having no connection with
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kepada personelnya oleh para pihak ketiga yang tidak terkait
dengan Perjanjian ini.

the present Agreement.

7. Tanggung Jawab 7. Responsibility

7.1. Para Pihak menerima tanggung jawab secara penuh atas
dampak-dampak yang timbul dari kesalahan-kesalahannya,
kekeliaian-kekeliruannya dan kelalaian-kelalaiannya, atau
kesalahan-kesalahan, kekelinjan-kekeliaian dan kelalaian-
kelalaian dari sub-kontraktor-sub-kontraktor Para Pihak. dan
kemudian akan bertanggung jawab atas setiap proses hukum
terhadap sub-kontraktor atau subkontraktor-subkontraktor
tersebut untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

7.1. The Parties accept full responsibility for the consequences of
their faults, emsrs and omissions, or the faults, errors and
omissions of their subcontractors, and shall then be
responsible for any proceedings against the said
subcontractor or subcontractors to enforce their
responsibility.

7.2. Para Pihak daiam keadaan apapun tidak dapat dimintat
pertanggungjawaban atas segala kerusakan yang disebabkan
oleh pelanggaran yang diakibatkan oieh Peristiwa Keadaan
Kahar.

7.2. The Parties may under no circumstances be held
responsible for any damage caused by a breach resulting
from a Force Majeure Event

8. Pengakhiran 8. Termination

BaBe berhak dan atas diskresinya semata-mata untuk menghapus
semua Konten dan Data miiik Mitra dari Aplikasi-aplikaslnya setiap saat
dengan menyampaikan pemberitahuan teriebih dahulu dalam waktu 48
(empat puiuh delapan) jam kepada Mitra.

BaBe shall have the right and at its sole discretion to remove all of
the Partner's Content and Data from its Applications at any time by
sending a forty-eight (48) hour advance notice to the Partner.

Dalam hai terjadinya kegagalan oleh salah satu Pihak dalam memenuhi
salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang
mempengaruhi peiaksanaan Perjanjian ini dan yang tidak diperbaiki
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah adanya pemberitahuan
resmi melalui surat tercatat dengan memperoleh tanda terima, maka
Pihak lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa adanya
formalitas hukum yang disyaratkan, dengan tidak mengurangi
pembayaran-pembayaran ganti njgi dan keunhjngan. Pengakhiran
hanjs diberitahukan oleh Pihak yang dirugikan kepada Pihak lainnya
melalui surat tercatat dengan memperoleh tanda terima.

In the event of failure by either Party to fulfil any of its obligations
under the Agreement, affecting execution of the Agreement and
which is not remedied within thirty (30) business days following
formal notification by registered letter with ad<nowledgement of
receipt, the other Parfy shall be entitled to terminate the Agreement
without any legal formality being required, without prejudice to any
damages and interest payments. The termination shall be notified by
the injured Party to the other Party by registered letter with
acknowledgement of receipt

Untuk kepertuan pengakhiran Perjanjian ini secara lebih awal, Para
Pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan-ketentuan Pasal
1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang persetujuan
teriebih dulu dari pengadilan atas pengakhiran lebih awal suatu
perjanjian perlu untuk diperoleh.

For the purpose of eariy termination of this Agreement, the Parties
agree to waive the provisions of Article 1266 Indonesian Civil Code
to the extent that prior judicial approval for early termination of an
agreement is required to be obtained.

9. Ketentuan-ketentuan Umum 9. General Provisions

9.1. Perjanjian ini menggantikan seluruh perjanjian yang ada
sebelumnya yang memiliki kepentingan serupa antara Para
Pihak, balk secara tertulis ataupun lisan, terlepas dari asal mula
perjanjian-perjanjian tersebut.

9.1. The Agreement supersedes all previous agreements having
the same purpose between the Parties, either written or
verbal, irrespective of their origin.
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J&YARAI^YARAJ DAM KETENTUANiKEXENTUAhU
TERMS AND CONDITIONS

9.2. Setiap penyampingan atau perubahan terhadap salah satu
ketentuan apapun hanya dapat beMaku setelah tunduk pada
adendum yang ditandatangani secara sah oleh kedua belah
Pihak.

9.2. Any waiver of or amendment to any of the pnDvisions may
only take effect after hawng been subject to an addendum
duly signed by both Parties.

9.3. Publisitas dan acuan-acuan 9.3. Publicity and references

Setiap Pihak berjanji untuk tidak membuat pemyataan atau
pengumuman apapun mengenai Peganjian ini atau
pembicaraan-pembicaraan yang dilakukannya tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

Each Party undertakes not to make any declaration or
announcement regarding this Agreement or their discussions
withoutpriorwritten consent from the other Party.

Meskipun ada ketentuan-ketentuan lain apapun daiam
Peijanjian ini, Mitra dengan ini, seiama jangka waktu Perjanjian
ini, memberikan kepada Ba6e hak, namun bukan kewajiban,
untuk mengacu, baik secara daring (online), cetak, iisan atau
bentuk materi promosi lainnya, pada fakta bahwa Mitra adaiah
penyedia konten BaBe. Selain itu, Mitra dengan ini
memberikan kepada BaBe hak, namun bukan kewajiban, untuk
mereproduksi, menampilkan dan menyebarkan logo-logo,
nama-nama dan merek-merek dagang Partner berdasarkan
prinsip non-ekskiusif dan bebas biaya semata-mata untuk
keperluan penyediaan Layanan-layanan dan promosi-promosi.

Notwithstanding any other provisions in this Agreement, the
Partner hereby, during the term of &iis Agreement,
authorizes BaBe the right, but not the obligation, to refer, in
online, print, vertaal or other form of promotional materials, to
the fact that the Partner is a content provider of BaBe. In
addition, the Partner hereby grants BaBe the right, but not
the obligation, to reproduce, displayand distributethe logos,
names and trademarks of &ie Partner on a non-exclusive
and free-of-charge basis solelyforthe purposes of provision
of Services and promotions.

9.4. Pengabaian dan penyampingan secara tegas 9.4. Abandonment and express waiver

Jika salah satu pasal dalam Petjanjian ini temyata batal demi
hukum atau tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya
berdasarkan hukum atau peraturan atau selanjutnya
berdasarkan keputusan yang dapat dipaksakan
pelaksanaannya oleh suatu yurisdiksi atau pejabat yang
fcierwenang, maka Para Pihak berjanji untuk melakukan
negosiasi dengan itikad baik guna menghasilkan pasal dengan
tujuan serupa dan mempertahankan arti dan maksud daii
Pen'anjian ini, serta hak-hak dari maslng-masing Pihak. Para
Pihak secara tegas sepakat bahwa Perjanjian ini secara
keseluruhan tidak akan terpenganjh jika pasal yang disebutkan
di atas batal demi hukum, tidak dapat dipaksakan
pelaksanaannya, tidak sah atau tidak dapat dibertakukan.

If any of the clauses in the Agreement should tum out to be
null and void or unenforceable by virtue of a law or a
regulation or further to an enforceable decision by a
jurisdiction or competent authority, the Parties undertake to
negotiate in good faith in order to produce a clause with a
similar purpose and preserving the meaning and intent of
this Agreement, as well as the rights of each Party. The
Parties expressly agree that the Agreement as a whole shall
not be affected should the abovementioned clause be null
and void, unenforceable, illegal or inapplicable.

Jika salah satu Pihak sewaktu-waktu memutuskan untuk tidak
menuntut pelaksanaan secara tegas oleh Pihak lainnya atas
ketentuan atau syarat apapun dalam Perjanjian ini, maka hal ini
tidak dapat ditafsiri^an sebagai penyampingan definitif atas
ketentuan atau syarat tersebut. Oleh karena itu, setiap Pihak
dapat setiap saat menuntut pelaksanaan secara tegas dan
penuh oleh Pihak lainnya ketentuan-ketentuan dan syarat-
syarat dari Peijanjian ini.

Should either Party decide at any moment not to demand
strict execution by the other Party of any provision or
condition in the Agreement, this may not be interpreted as a
definitive waiverof this provision or condition. Consequently,
each Party may at any moment demand strict and full
execution by the other Party of the provisions and conditions
of the Agreement.

9.5. Pengalihan 9.5. Assignment

Kecuali apabila diatur lain dalam Perjanjian ini. Para Pihak tidak
boleh mengalihkan Peijanjian ini atau setiap bagiannya atau
manfaat atau kepentingan atas atau berdasarkan Perjanjian
tanpa persetujuan tertulis teriebih dahulu dari Pihak lainnya.

Unless othenA/ise provided in this Agreement, the Parties
shall not assign the Agreement or any part thereof or any
benefit or interest tfierein or thereunder without the prior
written consent of the other Party.

9.6. Bahasa-bahasa 9.6. Languages

Perjanjian ini akan ditandatangani dalam teks Bahasa Inggris
dan teks Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat
ketidaksesuaian antara teks Bahasa Inggris dan teks Bahasa
Indonesia dari Perjanjian ini, maka Para Pihak haais membuat
dan mengubah teks Bahasa Indonesia agar sesuai dengan teks
Bahasa inggris. Untuk menghindari keragu-raguan.
keberadaan dua teks Peijanjian ini tidak boleh ditafsirkan oleh
salah satu Pihak untuk menambah atau melipatgandakan hak-
hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak.

This Agreement will be executed in both English and
Indonesian. If there are any inconsistencies between the
English text and the Indonesian text of this Agreement, the
Parties must amend the Indonesian text to make it
consistent with the English text. For the avoidance of doubt,
the existence of two texts of this Agreement may not be
construed by any Party to create duplicationor multiplication
of the rights and obligations of the Parties.

10. Hukum-Yurisdiksi Yang Mengatur 10. Governing law -Jurisdiction
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Perjanjian Penerbit BaBe / BaBe Publisher's Agreement

10.1. Perjanjian ini tunduk pada dan ditafeirkan sesuai dengan
hukum yang terdapat dalam Kerangka Acuan.

10.1. This Agreement shall be governed by and construed with the
laws indicated in the Temnsheet,

10.2. Para Pihak akan melakukan upaya terbaiknya untuk melakukan
penyelesaian di luar pengadilan atas setlap sengketa yang
berkaitan dengan Perjanjian ini. Oleh karena itu, Para Pihak
sepakat untuk menyerahkan permasalahan-permasalahan
tersebut kepada direktur utannanya masing-masing sehingga
kedua direl^ur ini dapat melakukan upaya penyelesaian atas
permasaiahan-pemiasalahan tersebut.

10.2. The Parties shall do their utmost to find an out-of-court
setOement of any dispute relating to the Agreement. In this
spirit, they agree to refer the said difficulties to their
respective presidents so that these two directors may
attempt to resolve the difficulties.

Jika penyeralian tersebut dilakukan, kedua direktur utama
perusahaan hanjs melakukan upaya terbaiknya untuk
menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dalam waktu 30
(tiga puluh) hari setelah tanggal dimana seorang direktur utama
ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Apabila
penyelesaian di luar pengadilan tidak terjadi dalam jangka
waktu tersebut, maka Para Pihak berhak untuk mengajukan
tuntutan ke pengadilan.

If sudi refen^l takes place, the two presidents shall do their
utmost to find an out-of-court settlement of the dispute within
30 (thirty) days following tfie date on which one president is
referred to for the dispute. Failing of an out-of-court
settlement within this period, the Parties are entitled to put in
a daim before the court.

10.3. SEMUAsengketa YANG TIMSUL SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN
INI HARUS MENUNOUKKAN DIRI PADA YURISDIKSI YANG DISEBUTKAN

DALAM Kerangka Acuan.

10.3. All disputes arising in connection with the present

Agreement shall be submitted to the jurisdiction

mentioned in the Termsheet.
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KEPADA

DARI

PERIHAL

TANGGAL

SEKRETARiAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKiLAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925. WEBSITE ; www.dpr.go.id

NOTA DINAS
Nomor: 908/BP.01/9/2019

Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Lakhar Kepala Biro Pemberitaan Parlemen

Permohonan Koreksi

18 September 2019

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, draft Perjanjian
Kerjasama Antara Bagian Media Cetak dan Sosial, Biro Pemberitaan
Parlemen, Sekretariat Jenderai dan Badan Keahlian DPR Ri dengan Baca
Berita (FT MP GAMES)

Sehubungan dengan itu, mohon bantuan untuk dapat dikoreksi
Perjanjian KerjaSama tersebut.

kasih.

Demikian kami sampaikan. Atas bantuannya, kami ucapkan terima

Lakhar Kepala Biro Pemberitaan Parlemen,

ammad Diaz .Si.

NIP.196510311994031002



NO: 596/RH-PM/19/IX/2019

LEMBAR DISPOSISI

BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

No. Agenda 596/RH-PM/19/IX/2019 Tanggal terima surat; 19 September 2019

Isi Ringk^ Bersama ini kami sampaikan dengan iiormat, draft Perjanjian Kerjasama
Tanggal/No. Surat 18 September 2019 Nomor : 908/BP.01/9/2019

Asal Surat Plh. Karo. Pemberitaan Parlemen

DARI

Karo Hukum dan

Pengaduan
Masyarakat

UNTUK

Kabag Hukum

URAIAN

Isi Ringkas :

• Disampaikan dengan hormat, draft
Perjanjian Kerjasama antara Bagian Media
Cetak dan Sosial Biro Pemberitaan

Parlemen Setjen Dan BK DPR RI dengan
Baca Berita (PT. MP Games).

• Agai* draft Perjanjian tersebut dicatat
diadministrasi Bagian Hukum dan
selanjutnya dikoreksi.

• Atas perhatian dan kerjasamanya, kami
ucapkan terima kasih.

PARAF/TGL

Taoda Teiinu

!•

20...

I ^11
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fA(N PERJANJIAN KERJASAMA ' '

ANTARA

BAGIAN MEDIA CETAK DAN SOSIAL, BIRO PEMBERITAAN

PARLEMEN, SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DPRRI

DENGAN

BACA BERITA (PT MP GAMES)

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini SENIN tanggal ENAM BELAS bulan SEPTEMBER tahun
QUA RIBU SEMBILAN BELAS, yang bertandan tangan dibawah ini:

Ir. Indra Iskandar, M.Si Sekretaris Jenderal Dewan Penwakilan

Perwakilan Republik Indonesia, selaku

pimpinan bertindak untuk dan atas nama

Bagian Media Cetak dan Sosial, Biro

Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan BK DPR Rl,

bekedudukan di Jalan Gatot Subroto, Senayan,

Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA.

Liew Weihan Direktur PT MP Gamest^alann ha! ini bertinde
untuk dan atas nama Baca Berita (BaBd
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berkedudukan di Jalan Sultan Iskandar Muda,

Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama,

Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-

sama disebut PARA PIHAK, terleblh dahulu menerangkan hal-hal sebagai

berlkut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah aparatur pemerintah sebagaimana

diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27

Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Pen/vakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Bahwa Pihak Pertama bersepakat untuk mengadakan kerja sama

dalam iFrtegrasi Berita Web DPR Rl kedalam Aplikasi Baca Berita

(BaBe), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL1

OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Berita Website pada halaman web
dpr.go.id/berita.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Kerja

Sama Konten Berita {Content Partnership). Tujuan Perjanjian Kerja Sama

\n\ adalah untuk menyoslalisasikan berita tentang DPR Rl dalam bentuk

integrasi berita web DPR Rl kedalam aplikasi Baca Berita (BaBE).

PASAL 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN



PARA PIHAK akan menjalin kerja sama yang efektif dan efisien dalam

bidang Kerja Sama Konten Berita dalam bentuk komponen-komponen

layanan yang memungkinkan pembaca untuk mengakses konten yang

ditampilkan melalui komponen-komponen tertentu(^i^taran^^:;2 — (aM
a. Integrasi antara semua gambar, teks, dan atau video serta

informasi yang diperlukan untuk memasarkan layanan,

b. Antarmuka, koneksl antara serverdan umpan konten, ef • (A •

c. Pengelolaan hubungan dengan pembaca, \ ^
d. Gudang data,

PASAL 4

PENGATURAN DAN PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

Untuk memfasilitasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK

membuat pengaturan atau rencana tindak yang tercakup dalam

keseluruhan Perjanjian Kerja Sama ini. Dalam pelaksanaannya, tidak ada

satu pun pihak yang wajib membayar kepada plhak lainnya biaya-biaya

apapun sebagai akibat dari Perjanjian ini. Baik PIHAK PERTAMA maupun

PIHAK KEDUA tIdak akan berbagi pendapatan apapun yang dihasilkan

oleh model-model bisnis dari masing-masing pihak dengan pihak lainnya,

dan tidak satu pun pihak yang berhak atas pendapatan plhak lainnya.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak:

a. Memperoleh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA

dengan sebaik-baiknya dalam bentuk pengelolaan dan

pemellharaan layanan.

b. Ditampilkannya logo pada tampilan layar penuh dari Konten (tidak

termasuk konten Iklan) pada tampilan asli PIHAK KEDUA, dan



fd/\\Ac

Lokator Sumber Seragam (URL) pada lokasi asli Konten di situs

web PIHAK PERTAMA,

c. Memberikan akses ke dashboard yang berisi informasi tentang

penggunaan Data milik PIHAK PERTAMA, / .
ru / {-etd , , I .... ;• r?;rir.'7 Vwvr

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:, J ^ 7^^ l: / a ks
a. Memberikan akses sistem publikasi dan'menerima setiap ketentuan

vteknis sehingga PIHAK KEDUA dapat secara langsung menambah

jumlah kunjungan (traffic) kepada situs web PIHAK PERTAMA.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

a. Menggunakan konten agar konten dapat ditandai dan

dikelompokkan sesuai dengan pilihan-pilihan dan preferensi-

preferensi pembaca,

b. Mempunyai tanggung jawab penuh dan dalam mengompilasi dan

memelihara basis data.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban;

a. Mengumpulkan konten yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA^

Menonaktifkan segala bentuk Iklan pada segala materi yang secara

langsung bersumber dari Konten. /Untuk menghindari keragu-

raguan janji PIHAK KEDUA in! tidak berlaku untuk materi yang

bersumber dari plhak-pihak lain yang memuat baglan apapun dari

Konten (contohnya, apablla ada baglan dari Konten yang

ditampilkan oleh sumber lain dimana sumber inl bekerja sama

dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menampllkan bagian

dari Konten Ini di platform PIHAK KEDUA).^/^
c. Memelihara basis-basis data, termasuk data darh—PIHA^K

1 PERTAMA^data dari pihak lainnya, sesuai dengan pilihan-pilihan
dan preferensi dari setiap pembaca^

d. Menyediakan bagi pembaca, dengan cara apapun yang dipillhnya

dengan tingkat frekuensi yang dipilihnya, daftar Konten editorial

tfifc'



dari PIHAK PERRAMA dan para mitra lainnya, sesuai dengan

pilihan-pilihan dan preferensi-preferensi setiap pembaca,

e. Memodifikasi dan/atau menampilkan Konten dalam bentuk yang

ditranskodekan jika Konten memuat iklan atau sponsor-sponsor

apapun,

f. Menambah jumlah kunjungan ke platform analitik milik PIHAK

PERTAMA.

PASAL 6

PELAKSANAAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan oleh PARA PIHAK

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK
KEDUA akan menyeShkan^ AcuarTKefja^ng selanjutnya
ditetapkan oleh PIHAt^PERIAM^

(3) PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan kerja sama ini akan
menggunakan data-data dan kondisi yang ada sesuai dengan /

ketentuan peraturan perundang-undangan. / ^

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan selama 1 (satu) tahun ^
sejak ditanda-tanganinya perjanjian ini dalam keadaan lengkap dan balk

dlsertai dengan penyerahan yang dinyatakan dalam berita acara serah

terima, yang dengan sendirinya diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun setelah berakhirnya setiap jangka waktu, kecuali apabila diakhiri

lebih awal oleh salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan

tertulis terlebih dahulu dalam waktu 3 (tiga) bulan kepada PIHAK lainnya

sebelum berakhirnya jangka waktu.



PASAL 8

SANKSI

(1) PARA PIHAK menerima tanggung jawab secara penuh atas dampak-
dampak yang timbul dari kesalahan-kesalahannya, kekeliruan-

kekeliruannya dan kelalaian-kelalaiannya, atau kesalahaji-kesalahan.

kekeliruan-kekeiiruan dan kelalaian-kelalaian dart-sub-korLtraktor-suB^
I —

kontraktor PARA PIHAK, dan kemudian akan bertahgguTig jawab atas

setiap proses hukum terhada^^ub-kontra^—atau._subjiQnttaktor-
subkontraktcirt^^iifQntGlc melaRsanaRantanggung jawabnya.

(2) PARA PIHAK dalam keadaan apapun tidak dapat dimintai
pertanggungjawaban atas segala kerusakan yang disebabkan oleh

pelanggaran yang diakibatkan oleh force majeure.

PASAL 9

FORCE MAJEURE

{^) Force majeure atau peristiwa keadaan kahar mengacu pada suatu

peristiwa yang tidak dapat diperkirakan atau peristiwa yang meskipun

dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari dan tidak dapat dikendalikan,

termasuk, namun tidak terbatas pada, perang, kerusuhan, aksi mogok

karyawan, penutupan sementara perusahaan, wabah penyaklt,

kebakaran, angin topan, gempa bumi dan bencana nuklir.

(2) Apabila terjadi hal tersebut maka:

a. PARA KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA atau

sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa.

b. PIHAK PERTAMA menyatakan secara tertuiis kepada PIHAK

KEDUA atau sebalinya bahwa terjadi keadaan memaksa,

c. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) liari sejak terjadinya keadaan

memaksa PIHAK PERTAMA tidak membuat pernyataan

sebagaimana dimaksud pada huruf sebelumnya, maka PIHAK
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KEDUA berhak mengajukan keadaan memaksa kepada PIHAK

PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan tertulis,

d. Jika dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK

PERTAMA tetang keadaan memaksa tersebut, PIHAK PERTAMA

tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap

menyetujui terjadinya keadaan memaksa tersebut,

e. PIHAK KEDUA segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat

memaksa, setelah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1)Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK maka akan
;diselesaikan secara musyawarah.^ika tidak dapat diselesaikan secara

'musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu Panitia Pendamai

yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh

PARA PIHAK dan terdiri dari 3 (tiga) anggota antara lain:

Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota,

b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota, dan

/ Y SEorang diluar PARA PIHAK yang ahli, sebagai ketua yang
^y\j disetujui oleh PARA PIHAK.

(2) Untuk keperluan pengakhiran Perjanjan Kerja Sama ini secara lebih

awal, Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan-

ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

sepanjang persetujuan terlebih dulu dari pengadilan atas pengakhiran

lebih awal suatu perjanjian perlu untuk diperoleh.

(3) Dalam hal terjadinya kegagalan oleh salah satu PIHAK dalam

memenuhi salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang

mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini dan yang tidak diperbaiki

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah adanya pemberitahuan
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resmi melalui surat tercatat dengan memperoleh tanda terima, maka

PIHAK lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini

tanpa adanya formalitas hukum yang disyaratkan, dengan tidak

mengurangi pembayaran-pembayaran ganti rugi dan keuntungan.

Pengakhiran harus diberitahukan oleh PIHAK yang dirugikan kepada

PIHAK lainnya melalui surat tercatat dengan memperoleh tanda

terima.

(4^PIHAK KEDUA berhak dan atas diskresinya semata-mata untuk
menghapus semua Konten dan Data milik PIHAK PERTAMA dari

Aplikasi-aplikasinya setlap saat dengan menyampaikan pemberitahuan

terlebih dahulu dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam kepada

PIHAK PERTAMA.

1 X

PASAL11

ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau

perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan

diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum)

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama

ini.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini menggantikan sehJruh perjanjign yang ada

sebelumnya yang memiliki kepentlngan serupa antara Para Pihak, balk

secaraTertulis ataupun lisan, terlepas dari asal mula perjanjian-

perjanjian tersebut. r- c \

0
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(2) Setiap penyampingan atau perubahan terhadap salah satu ketentuan

apapun hanya dapat berlaku setelah tunduk pada adendum yang

ditandatangani secara sah oleh PARA PIHAK.

(3) Publisitas dan acuan-acuan

a. Setiap Pihak berjanji untuk tidak membuat pernyataan atau

pengumuman apapun mengenai Perjanjian in! atau pembicaraan-

pembicaraan yang dilakukannya tanpa persetujuan terlebih dahulu

dari Pihak lainnya.

b. Meskipun ada ketentuan-ketentuan lain apapun dalam Perjanjian

Kerja Sama ini, PIHAK PERTAMA dengan ini, selama jangka

waktu Perjanjian ini, memberikan kepada PIHAK KEDUA hak,

namun bukan kewajiban, untuk mengacu, baik secara daring

(online), cetak, lisan atau bentuk materi promosi lainnya, pada fakta

bahwa PIHAK PERTAMA adalah penyedia konten PIHAK KEDUA.

Selain itu, PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kepada

PfWc_ PIHAK KEDUA hak, namun bukan kewajiban, untuk mereproduksi,
menampilkan dan menyebarkan logo-logo, nama-nama dan merek-

^ merek dagang Partner berdasarkan prinsip non-eksklusif dan

bebas biaya semata-mata untuk keperluan penyediaan Layanan-

layanan dan promosi-promosi.

(4) Pengabaian dan penyampingan secara tegas

a. Jika salah satu pasal dalam Perjanjian Kerja Sama ini ternyata

batal demi hukum atau tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya

berdasarkan hukum atau peraturan atau selanjutnya berdasarkan

keputusan yang dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh suatu

yurisdiksi atau pejabat yang berwenang, maka PARA PIHAK

berjanji untuk melakukan negosiasi dengan itikad baik guna

menghasilkan pasal dengan tujuan serupa dan mempertahankan

arti dan maksud dari Perjanjian ini. serta hak-hak dari masing-

masing. PARA PIHAK secara tegas sepakat bahwa Perjanjian ini



secara keseluruhan tidak akan terpengaruh jika pasal yang

disebutkan di atas batal demi hukum, tidak dapat dipaksakan

pelaksanaannya, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan.

b. Jika salah satu PIHAK sewaktu-waktu memutuskan untuk tidak

menuntut pelaksanaan secara tegas oleh PIHAK lainnya atas

ketentuan atau syarat apapun dalam Perjanjian Kerja Sama ini,

maka hal ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penyampingan definitif

atas ketentuan atau syarat tersebut. Oleh karena itu, setiap PIHAK

dapat setiap saat menuntut pelaksanaan secara tegas dan penuh

oleh PIHAK lainnya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dari

Perjanjian Kerja Sama ini.

(5) Pengalihan

Kecuali apabila diatur lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA

PIHAK tidak boleh mengalihkan Perjanjian Kerja Sama ini atau setiap

bagiannya atau manfaat atau kepentingan atas atau berdasarkan

Perjanjian Kerja Sama tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari

PIHAK lainnya.

(6) Bahasa-bahasa

Perjanjian ini ditandatangani dalam teks Bahasa Indonesia. Untuk

menghindari keragu-raguan, teks Perjanjian Kerja Sama ini tidak

disarankan untuk ditafsirkan oleh salah satu PIHAK kedalam Bahasa

lain, agar tidak menguranhi esensi hak-hak dan kewajiban-kewajiban

PARA PIHAK.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai

kekuatan hukum yang sama, maisng-masing untuk PIHAK KESATU dan

PIHAK KEDUA serta tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak lain

yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.



PIHAK KEDUA

Liew Weihan

Direktur PT MP Games

PIHAK PERTAMA

Ir. Indra Iskandar. M. Si

Sekretaris Jenderal DPR Rl
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PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR Rl

DENGAN

PT. MP GAMES

TENTANG

KQLABORASI BERITA WEB DPR Rl DENGAN BACA BERITA (BaBe) ?

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini SELASA tanggal DUA PULUH EMPAT bulan SEPTEMBER

tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS, yang bertanda tangan dibawah ini:

Ir. Indra Iskandar, M.Si

Liew Weihan

Sel<retaris Jenderal Dewan Perwakilan

PenA/akilan Republik Indonesia, selaku

pimpinan bertindak untuk dan atas nama

Bagian Media Cetak dan Sosial, Biro

Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan BK DPR Rl,

bekedudukan di Jalan Gatot Subroto, Senayan,

Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA.

; t)irektur Utama PT. i^P Games dengan feloiilQr^
Registrasi 2040/24.3PT1/31.74/-1.824.27/2016|

••-1: •



daiam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Baca Behta (BaBe), berkedudukan di Jalan

Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara,

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-

sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai

berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah aparatur pemerlntah sebagaimana

diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27

Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakllan Rakyat Republik Indonesia.

2. Bahwa Pihak Pertama bersepakat untuk mengadakan kerja sama

dalam Integrasi Berita Web DPR Rl kedalam Apllkasi Baca Berita

(BaBe), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL1

OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Berita Website pada halaman web

dpr.go.id/berita.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Kerja

Sama Konten Berita {Content Partnership). Tujuan Perjanjian Kerja Sama

ini adalah untuk menyosialisasikan berita tentang DPR Rl dalam bentuk

Integrasi berita web DPR Rl kedalam aplikasl Baca Berita (BaBE).

PASAL 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN



PARA PIHAK akan menjalin kerja sama yang efektif dan efisien dalam

bidang Kerja Sama Konten Berita dalam bentuk komponen-komponen

layanan yang memungkinkan pembaca untuk mengakses konten yang

ditampilkan melalui komponen-komponen tertenUi, diantaranya:

a. Integrasi antara semua gambar, teks, dan atau video serta

informasi yang diperlukan untuk memasarkan layanan,

b. Antarmuka, koneksi antara server dan umpan konten,

c. Pengelolaan hubungan dengan pembaca,

d. Gudang data,

PASAL 4

PENGATURAN DAN PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

Untuk memfasilitasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK

membuat pengaturan atau rencana tindak yang tercakup dalam

keseluruhan Perjanjian Kerja Sama ini. Dalam pelaksanaannya, tidak ada

satu pun plhak yang wajib membayar kepada piliak lainnya biaya-biaya

apapun sebagai akibat dari Perjanjian ini. 6aik PIHAK PERTAMA maupun

PIHAK KEDUA tidak akan berbagi pendapatan apapun yang dihasilkan

oleh model-model bisnis dari masing-masing pihak dengan pihak lainnya,

dan tidak satu pun piliak yang berhak atas pendapatan pihak lainnya.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak:

a. Memperoleh hasll pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA

dengan sebaik-baiknya dalam bentuk pengelolaan dan

pemeliharaan layanan.

b. Ditampilkannya logo pada tampilan layar penuh dari Konten (tidak

termasuk konten ikian) pada tampilan asli PIHAK KEDUA, dan



Lokator Sumber Seragam (URL) pada lokasi asli Konten di situs

web PIHAK PERTAMA,

c. Memberikan akses ke dashboard yang berisi informasi tentang

penggunaan Data milik PIHAK PERTAMA,

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

a. Memberikan akses berupa RSS Feed dari halaman website berita

berita, dan menerima setiap ketentuan teknis sehingga PIHAK

KEDUA dapat secara iangsung menambah jumlah kunjungan

(traffic) kepada situs web PIHAK PERTAMA,

b. fi^emberftahukan secara tertulis kepada PiHAK KEDUA

penghapusan konten yang telah terung^hi

(3) PIHAK KEDUA berhak:

a. Menggunakan konten agar konten dapat ditandai dan

dikelompokkan sesuai dengan pilihan-pilihan dan preferensi-

preferensi pembaca,

b. Mempunyai tanggung jawab penuh dan dalam mengompilasi dan

memelihara basis data.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. Mengunggah konten yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA,

b. Menghapus konten yang sudah terunggah berdasarkaf

pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA^

c. Menonaktlfkan semua ikian dalam bentuk apapun pada tampilaif
Kontenf balk yang secara Iangsung bersumber dari Konten PIHAK

PERTAMA, maupun ikIan yang bersumber dari PIHAK KEDUA,

d. Memelihara basis-basis data, termasuk data dari PIHAK

PERTAMA, data dari pihak lainnya, sesuai dengan pilihan-pilihan

dan preferensi dari setiap pembaca,

e. Menyediakan bagi pembaca, dengan cara apapun yang dipilihnya

dengan tingkat frekuensi yang dipilihnya, daftar Konten editorial



dari PIHAK PERRAMA dan para mitra lainnya, sesuai dengan

pilihan-pilihan dan preferensi-preferensi setiap pembaca,

f. Memodifikasi dan/atau menampilkan Konten dalam bentuk yang

ditranskodekan jika Konten memuat ikian atau sponsor-sponsor

apapun,

g. Menambah jumlah kunjungan ke platform analitik milik PIHAK

PERTAMA.

PASAL 6

PELAKSANAAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan oleh PARA PIHAK

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Kerja Sama in!, PIHAK

KEDUA akan menyerahkan Peijanjian Keija Sama I'ang sudah

ditandatangani, yang selanjutnya ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

(3) PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan kerja sama in! akan

menggunakan data-data dan kondisi yang ada sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan selama 1 (satu) tahun

sejak ditanda-tanganinya perjanjian Ini dalam keadaan lengkap dan baik

disertai dengan penyerahan yang dinyatakan dalam berita acara serah

terima, yang dengan sendirinya diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun setelah berakhimya setiap jangka waktu, kecuali apabila diakhiri

lebih awal oleh salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan

tertulis terlebih dahulu dalam waktu 3 (tiga) bulan kepada PIHAK lainnya

sebelum berakhimya jangka waktu.



PASAL 8

SANKSI

(1) PARA PIHAK menerima tanggung jawab secara penuh atas dampak-

dampak yang timbul dari kesalahan-kesalahannya, kekeliruan-

kekeliruannya dan kelalaian-kelalaiannya dari PARA PIHAK, dan

akari bertanggung jawab secara bersama-sama atas setiap^

proses hukum dalam meiaksanakan tanggung Jawabnya.

(2) PARA PIHAK dalam keadaan apapun tidak dapat dimintai

pertanggungjawaban atas segala kerusakan yang disebabkan oleh

pelanggaran yang diakibatkan oleh force majeure.

PASAL 9

FORCE MAJEURE

(1) Force majeure atau peristiwa keadaan kahar mengacu pada suatu

peristiwa yang tidak dapat diperkirakan atau peristiwa yang meskipun

dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari dan tidak dapat dikendalikan,

termasuk, namun tidak terbatas pada, perang, kerusuhan, aksi mogok

karyawan, penutupan sementara perusahaan, wabah penyakit,

kebakaran, angin topan, gempa bumi dan bencana nuklir.

(2) Apabila terjadi hal tersebut maka:

a. PARA KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA atau

sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa.

b. PIHAK PERTAMA menyatakan secara tertuiis kepada PIHAK

KEDUA atau sebalinya bahwa terjadi keadaan memaksa,

c. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan

memaksa PIHAK PERTAMA tidak membuat pernyataan

sebagaimana dimaksud pada huruf sebelumnya, maka PIHAK

KEDUA berhak mengajukan keadaan memaksa kepada PIHAK

PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan tertuiis,



d. Jika dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK

PERTAMA tetang keadaan memaksa tersebut, PIHAK PERTAMA

tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap

menyetujui terjadinya keadaan memaksa tersebut,

e. PIHAK KEDUA segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat

memaksa, seteiah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1)Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK maka akan

diselesaikan secara musyawarah.^

(2) Untuk keperluan pengakhiran Perjanjan Ketja Sama in! secara lebih

awal, Para Pihak sepakat untuk mengenyamplngkan ketentuan-

ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

sepanjang persetujuan terlebih dulu dari pengadilan atas pengakhiran

lebih awal suatu perjanjian perlu untuk diperoleh.

(3) Dalam hal terjadinya kegagalan oleh salah satu PIHAK dalam

memenuhi salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang

mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini dan yang tidak diperbaiki

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja seteiah adanya pemberitahuan

resmi melalui surat tercatat dengan memperoleh tanda terima, maka

PIHAK lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini

tanpa adanya formalitas hukum yang disyaratkan, dengan tidak

mengurangi pembayaran-pembayaran ganti rugi dan keuntungan.

Pengakhiran harus diberitahukan oleh PIHAK yang dirugikan kepada

PIHAK lainnya melalui surat tercatat dengan memperoleh tanda

terima.

(4) PIHAK KEDUA berhak dan atas diskresinya semata-mata untuk

menghapus semua Konten dan Data milik PIHAK PERTAMA dari



aplikasl-aplikasinya setlap saat dengan menyampaikan pemberltahuan

terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu paling lama 48 (empat

puluh delapan) jam kepada PIHAK PERTAMA.

(5)I'IHAK PERTAMA bertiak dan atas diskresinya menghentikan k@t|a'*

dengan Plhi^ KEDUA dengan menyampaikan pemberitahuarl

terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu paling lama 48 (empaf

putuh delapan) jalii kepada PIHAK KEDUA*

PASAL 11

ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau

perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan

diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum)

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama

ini.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1)P^^ilJISfrt Kerja Sama tni memlliki kekuatan hukum yang sama

PARA PIHAK!

(2) Setiap penyampingan atau perubahan terhadap salah satu ketentuan

apapun hanya dapat berlaku setelah tunduk pada adendum yang

ditandatangani secara sah oleh PARA PIHAK.

(3) Publisitas dan acuan-acuan

a. Setiap Pihak berjanji untuk tidak membuat pernyataan atau

pengumuman apapun mengenai Perjanjian ini atau pembicaraan-

pembicaraan yang dilakukannya tanpa persetujuan terlebih dahulu

dari Pihak lainnya.



b. Meskipun ada ketentuan-ketentuan lain apapun dalam Perjanjian

Kerja Sama ini, PIHAK PERTAMA dengan inl, selama jangka

waktu Perjanjian ini, memberikan kepada PIHAK KEDUA hak,

namun bukan kewajiban, untuk mengacu, baik secara daring

{online), cetak, lisan atau bentuk materi promosi lainnya, pada fakta

bahwa PIHAK PERTAMA adalah penyedia konten PIHAK KEDUA.

Selain itu, PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kepada

PIHAK KEDUA hak, namun bukan kewajiban, untuk mereproduksl,

menampilkan dan menyebarkan logo-logo, nama-nama dan merek-

merek dagang Partner berdasarkan prinsip non-eksklusif dan

bebas blaya semata-mata untuk keperluan penyediaan layanan-

layanan dan promosi-promosi. Seluruh konten promosi haru^

sesuai dengan p^rsetujuan PfHAK P^I^TAMA.

(4) Pengabaian dan penyampingan secara tegas

a. Jika salah satu pasal dalam Perjanjian Kerja Sama Ini ternyata

batal demi hukum atau tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya

berdasarkan hukum atau peraturan atau selanjutnya berdasarkan

keputusan yang dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh suatu

yurisdiksi atau pejabat yang benrt/enang, maka PARA PIHAK

berjanji untuk melakukan negosiasi dengan itikad baik guna

menghasilkan pasal dengan tujuan serupa dan mempertahankan

arti dan maksud dari Perjanjian ini, serta hak-hak dari masing-

masing. PARA PIHAK secara tegas sepakat bahwa Perjanjian ini

secara keseluruhan tidak akan terpengaruh jika pasal yang

disebutkan di atas batal demi hukum, tidak dapat dipaksakan

pelaksanaannya, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan.

b. Jlka salah satu PIHAK sewaktu-waktu memutuskan untuk tidak

menuntut pelaksanaan secara tegas oleh PIHAK lainnya atas

ketentuan atau syarat apapun dalam Perjanjian Kerja Sama ini,

maka hal ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penyampingan definitif



atas ketentuan atau syarat tersebut. Oleh karena itu, setiap PIHAK

dapat setiap saat menuntut pelaksanaan secara tegas dan penuh

oleh PIHAK lainnya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dari

Perjanjian Kerja Sama ini.

(5) Pengalihan

Kecuali apabila diatur lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA

PIHAK tidak boleh mengalihkan Perjanjian Kerja Sama ini atau setiap

bagiannya atau manfaat atau kepentingan atas atau berdasarkan

Perjanjian Kerja Sama tanpa persetujuan tertuiis terlebih dahulu dari

PIHAK lainnya.

(6) Bahasa-bahasa

Perjanjian ini ditandatangani dalam teks Bahasa Indonesia. Untuk

menghindari keragu-raguan, teks Perjanjian Kerja Sama ini tidak

disarankan untuk ditafsirkan oleh salah satu PIHAK kedalam Bahasa

lain, agar tidak menguranhi esensi hak-hak dan kewajiban-kewajiban

PARA PIHAK.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai

kekuatan hukum yang sama, maisng-masing untuk PIHAK KESATU dan

PIHAK KEDUA serta tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak lain

yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Llew Weihan Ir. Indra Iskandar. M. Si
Direktur Utama PT. MP Games Sekretaris Jenderal DPR Rl
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Screenshot Akun DPR Rl
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Samuel artfin G om Rl
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SETELAH DIBUAT AKUN

<iil Smar(fren 4G 14.30
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DPRRi

Ak,i"- ;FSiri Dr-vva;'

P«>-: .vox.'ia"-

t- •j'Mr.'.-.'Vf';

Shtjw more >

Jacfi Ketua DPR Rl, Puan
Maharant; "DPR dibawah

Kepermmpinannya Tidak..
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Bincang Pimpinan DPR Rl
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DPR Rl

3 Aiiun '-es-r"-.! SsiriW De-yvarr Per-v-^akilar- Rsl- yat
Inrtonesid

Pimpinan DPR Masa Bakti
2019-2024 Ditetapkan

Komisi VM Dorong PT. SBA
Bangun Tanggul

PT. SBA Didorong Ciptakan
lingkungan Bebas Limbah

18 Pejabat dan Pegawai Setjen dan BK
DPR Dilantik

•III Smarifren

<

DPR Rl«

16.84 <» m 90% Ml *

DPR RIO

-• R,ik,y«t RecutHk irino»CL-!a

Pusat Perancangan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR Rl menerima
audiensi DPRD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Kamis, 3 Oktober
2019. #SetjenDPR #BKDPR

Q Komontar bagiksn
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Screenshot Berita
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•Ill Smartfren 4G 15.14 ® 85%

DPR Siap Jadi Tuan

Rumah MSEAP-5

DPR Rl

27-09-2019/B.K.S.A.R

EYRAZU ELDERI PARLAMENmra SPtKERLEWNlA

lllil Etlini: llllll. SEilH. SEIItrtini
23-24 qyrlaiiek. 2019, Nur-Suttan

4*IIEEmG OF SPEAKERS OF EURASIAN COUNTRIES' PARLIAMENTS
Iiuni Eiusu IIUNIL nisi ruTiiisiiP

September 23-24.2019. Nur-Suttan

Wakil Ketua DPR Rl FadIi Zon (paling kiri)

saat menghadiri Sidang MSEAP-4. Foto:

Dok/sf

Beri kornentar 0 (5 @
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nil Smartfren 4G 15.14 ^ ^ Itf 85% M>

Ketua DPR Pastikan RUU

PKS Ditunda

DPR Rl

2019 -

Ketua DPR Rl Bambang Soesatyo. Foto :

Oji/mr

Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS)

tidak akan disahkan DPR pada periode

2014-2019 ini. Waktu kerja yang tinggal

sedikit lagi tidak memungkinkan DPR Rl dan

pemerintah menyelesaikan RUU PKS.

"Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan

Bof: konie'Urr (r) ^
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•Ill Smartfren 4G 15.14 -v'W 85%

Pembahasan RUU

Waspom Dilanjutkan DPR

Periode 2019-2024

DPR Rl

••SW- i'019'Jv'

Wakil Ketua Komisi IX DPR Rl Saleh

Partaonan Daulay (kiri). Foto: Arief/sf

Komisi IX DPR Rl menerima Daftar

Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan

Undang-Undang tentang Pengawasan Obat

dan Makanan (RUU Waspom) yang

diserahkan Pemerintah pada Rapat Kerja

bersama dengan Menteri Kesehatan Rl dan

Ben komentai © ({b ^ ®
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Pimpinan DPR Masa Bakti

2019-2024 Ditetapkan

•s»

DPR Rl

2019

h^: ^
K

Pimpinan DPR Rl masa bakti 2019 - 2024.

Foto : Jaka/mr

DPR Rl telah menerbitkan Surat Keputusan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia (DPR Rl) Nomor 31 dalam Rapat

Paripurna ke II DPR Rl, Masa Persidangan I

Tahun Sidang 2019-2020, di Ruang Rapat

Paripurna, Senayan, Jakarta, Selasa

(1/10/2019) malam, yang memutuskan Ketua

Han Para Wakil Kptiia DPR Rl Rakti

Eeri Momenta (z) ([j
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Catatan Singkat Rapat Sosialisasi

XXXMI



CATATAN SINGKAT

RAPAT SOSIALISASI INTEGRASI BERITA WEB DPR Rl DAN BABE

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Oktober 2019

Pukul : 10.00-11.00 WIB

Hadir Redaktur Website DPR Rl, Redaktur Parlementaria,

Kabag Media Cetak dan Sosial, Reporter

Catatan

1. Proses integrasi berita sudah berjalan, sehingga Berita Web DPR Rl akan

otomatis terposting dalam aplikasi Baca Berita

2. Berita yang terposting tidak akan mengalami perubahan, baik perubahan

judul dan isi berita

3. Redaktur dan reporter bisa memantau komentar pada berita, termasuk

impresinya (likes)

4. Nantinya, pihak BaBe akan memberikan akses Dashboard yang berisi

statistic berita

5. Rapat diakhiri pukul 11.00 WIB
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Statistik Berita
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